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ABSTRAK

Penelitian ini menjelaskan rumusan masalah mengenai kesesuaian pengaturan
pembukaan kembali penyidikan dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019
tentang Penyidikan Tindak Pidana ditinjau menurut hukum acara pidana. Penelitian
ini membahas mengenai pengaturan pembukaan penyidikan menurut Peraturan
Kapolri dan KUHAP serta bagaimana nanti kesesuaiannya. Metode penelitian yang
digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan peraturan
perundang — undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach).
Pengumpulan data dilakukan menggunakan studi kepustakaan dan menggunakan
teknik analisis kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menemukan bahwa Peraturan
Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana yang mengatur
mengenai pembukaan kembali penyidikan sudah sesuai dengan pengaturan
pembukaan kembali dalam KUHAP. Aturan dalam Peraturan Kapolri Nomor 6
Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana menegaskan aturan pembukaan
kembali penyidikan secara tersurat yang mana dalam KUHAP dijelaskan secara
tersirat dan belum tegas. Suatu penyidikan yang dihentikan penyidikan namun
ternyata setelah dilakukan permohonan praperadilan penghentian penyidikan
tersebut tidak sah, maka dapat dilakukan pembukaan kembali penyidikan. Adapun
seharusnya dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan
Tindak Pidana sebagai aturan lebih khusus perlu untuk ditambahkan lebih lanjut
mengenai pembukaan kembali penyidikan secara menyeluruh mengenai
pengertian, keabsahan pembukaan kembali penyidikan, alasan penyidikan dapat
dibuka kembali, serta bagaimana mekanisme pembukaan kembali penyidikan jika
penyidikan dinyatakan tidak sah agar penyidik memiliki dasar hukum yang lebih
kuat dalam membuka kembali suatu penyidikan yang telah dihentikan
penyidikannya.

Kata — Kata Kunci : Hukum Acara Pidana, Penyidikan, Pembukaan Kembali
Penyidikan
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum hadir untuk mengatur tatanan tingkah laku masyarakat agar tercipta
kehidupan yang harmonis antara manusia satu dengan lainnya. Tanpa adanya
hukum maka akan menimbulkan banyak permasalahan yang pada akhirnya
akan menghilangkan keadilan dan keselarasan. Menurut Gustav Radbruch
dalam bukunya yang berjudul “einfihrung in die rechtswissenschaften”, ia
menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat tiga nilai dasar, yaitu:

1. Keadilan (Gerechtigkeit);

2. Kemanfaatan (Zweckmassigkeit); dan

3. Kepastian Hukum (Rechtssicherheit). !
Suatu hukum harus mampu memberikan keadilan kepada orang orang yang
terdampak hukum tersebut, kemudian suatu hukum harus dapat memberikan
suatu kemanfaatan dalam pelaksanaannya entah bagi pelaku maupun korban
dalam suatu perkara. Adapun kemanfaatannya berupa efek jera maupun ganti
rugi bagi pelaku, sedangkan untuk korban berupa terciptanya rasa aman dan
terlindunginya dirinya dari segala tindakan yang merugikan orang tersebut.
Lalu terakhir suatu hukum harus mampu memberikan kepastian yang berupa
tersistematikanya aturan yang ada sehingga ketika hukum tersebut dalam

praktek mulai dilaksanakan maka akan berjalan dengan baik.

1 Mario julyano, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui
Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”, Jurnal Crepido, Vol. 1. No. 1, 2019, him 14.



Hukum di Indonesia sendiri sudah tersistematis, hal tersebut terbukti dengan
terkodifikasinya aturan — aturan hukum dari dulu hingga sekarang. Dalam hal
tindak pidana, terdapat Kitab Undang — Undang Hukum Pidana (KUHP) yang
mana berisi mengenai perbuatan apa saja yang dapat diancam atau dikenakan
pidana bagi yang melanggar beserta ketentuan ancaman pemidanaanya.
Terdapat pula Kitab Undang — Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang
mana berisi aturan — aturan untuk pedoman alat - alat kekuasaan negara dalam
menjalankan fungsi mereka dan bagaimana proses berjalannya pidana terhadap
orang yang melanggar pidana. KUHP dan KUHAP, keduanya merupakan
perwujudan dari hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum
pidana materiil atau hukum pidana adalah keseluruhan hukum yang didalamnya
terdapat asas-asas, perbuatan yang dilarang dan perbuatan yang diperintahkan
disertai dengan sanksi pidana bagi ia yang melanggar, sedangkan hukum pidana
formil atau hukum acara pidana adalah hukum untuk melaksanakan hukum
pidana materiil yang mana dimulai dari proses penyelidikan hingga ke tahap
eksekusi putusan pengadilan.? Timbulnya berbagai lembaga peradilan dengan
tugas dan fungsi yang saling menunjang satu sama lain serta sistem peradilan
yang mumpuni Kian meningkatkan kualitas penegakan hukum dan keadilan di
Indonesia.

Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur mengenai kewenangan negara

dalam menjatuhkan pidana dan membebaskan seseorang serta mengatur

2 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti,
Bandung, 1996, him. 15.



mengenai hak dan kewajiban daripada pelaku tindak pidana dan korban. Negara
dalam hal menjalankan kekuasaan tersebut tentunya dibantu oleh lembaga
penegak hukum vyang berupa aparat kepolisian, hakim, jaksa,
pengacara/advokat serta lembaga pemasyarakatan. Adapun tata cara
penyelesaian perkara pidana menurut KUHAP yaitu dimulai dari penyelidikan
dan penyidikan, kemudian penuntutan, pemeriksaan persidangan dan
pembuktian, lalu putusan pengadilan, hingga upaya hukum dan eksekusi
putusan. Penyelidikan dan penyidikan merupakan proses beracara yang penting
dalam menentukan nasib daripada orang yang diduga melakukan tindak pidana,
dalam hal ini aparat negara berperan penting dalam melaksanakan tugasnya
untuk memberikan yang terbaik sebagai upaya pemberian keadilan dan
kepastian hukum kepada masyarakat.

Penyelidikan memiliki pengertian sebagai serangkaian tindakan penyelidik
untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu
bentuk tindak pidana untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan
penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.® Pada tahap
penyelidikan terdapat suatu proses untuk menyaring manakah peristiwa yang
merupakan tindak pidana dan mana yang bukan. Tahap penyelidikan ini sangat
penting untuk mengetahui apakah dalam peristiwa tersebut terdapat unsur
tindak pidana yang kemudian perlu untuk dilanjutkan pada tahap penyidikan
ataukah dihentikan karena tidak terdapat unsur terjadinya tindak pidana, jika

ketika dalam tahap penyelidikan peristiwa tersebut muncul ketentuan yang

3pasal 1 angka 5 KUHAP



menyatakan bahwa peristiwa yang terjadi tidak lagi suatu tindak pidana, maka
penyelidik tidak akan dilanjutkan ke tahap penyidikan.* Penyidikan merupakan
serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang
dapat membuat jelas mengenai tindak pidana yang terjadi dan untuk
menemukan tersangka.® Tahap penyidikan inilah penyidik berdasarkan bukti
permulaan yang cukup harus menemukan dan menetapkan tersangkanya atau
seseorang yang diduga kuat telah melakukan tindak pidana. Tersangka inilah
yang akan mengikuti berbagai proses penyidikan yang dilakukan penyidik
mulai dari pemeriksaan hingga ke tahap penahanan apabila diperlukan. Setelah
proses penyidikan selesai maka penyidik harus menyerahkan berkas perkaranya
kepada kejakasaan guna dilakukan penuntutan hingga akhirnya perkaranya
akan disidangkan di pengadilan dan mendapatkan putusan pengadilan untuk
kemudian dilaksanakan upaya hukum dan terakhir eksekusi putusan.

Pada tahap penyidikan suatu perkara dapat pula dihentikan proses
penyidikannya berdasarkan Pasal 109 ayat (2) KUHAP vyaitu dalam hal
penyidik menghentikan penyidikannya dikarenakan tidak terdapat cukup bukti
atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan
dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada
penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Penyidikan harus terus berlanjut
jika tidak terdapat syarat maupun unsur dapatnya dilakukan penghentian

penyidikan, namun jika memenuhi syarat dapat dihentikan penyidikannya maka

4 Alfons Zakaria, “Penghentian Proses Hukum Dalam Penanganan Perkara Dekriminalisasi

(The Discontinuing Legal Process on Decriminalization Case)”, Risalah Hukum, Vol. 4 No. 3, him.

2.

5 Pasal 1 angka 2 KUHAP



penyidikan tersebut akan dihentikan dengan diterbitkan Surat Perintah
Penghentian Penyidikan (SP3). Setelah suatu perkara telah dihentikan
penyidikannya maka perkara tersebut tidak akan lanjut sampai pada
persidangan di pengadilan. Adapun terhadap perkara yang telah diterbitkan
Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) maka perkara tersebut tidak bisa
dibuka kembali dan dilakukan penyidikan lagi sampai ditemukan novum (bukti)
baru, yang mana bukti baru ini belum disebutkan dalam penyidikan awal dan
bukti tersebut dapat membuka unsur unsur pidana menjadi terang.
Permasalahannya adalah tidak terdapat pengaturan yang mengatur dengan jelas
mengenai pembukaan kembali penyidikan tersebut sehingga menimbulkan
ketidakpastian hukum terhadap tersangka dalam perkara tersebut. Selain itu
tidak dapat dipungkiri bahwa penyalahgunaan wewenang (abuse of power)
dalam proses penegakan hukum di Indonesia juga marak terjadi.

Contoh kasus yang dapat mencerminkan permasalahan akibat aturan yang
mengatur mengenai pembukaan kembali penyidikan yaitu pada kasus tindak
pidana dugaan penggelapan terhadap dana perseroan P.T Borneo 86 yang
melibatkan beberapa pihak yaitu Pemohon merupakan Suhardi, S.Pd,
Termohon merupakan Kepolisian Daerah Kalimantan Timur, serta pelapor
merupakan H. Jamri. Adapun perkara yang dilaporkan oleh Pelapor bukanlah
merupakan tindak pidana berdasarkan hasil dari gelar perkara khusus, dan
dinyatakan bahwa penyidikan yang berkenaan dengan perkara tersebut dapat
dibuka/dilanjutkan kembali hanya berdasarkan putusan praperadilan yang

berkekuatan hukum tetap namun pemohon kembali diberi surat panggilan yang



dilayangkan oleh termohon, yang di dalam surat panggilan tersebut berisi
pemberitahuan jika Pemohon kembali dilaporkan oleh H. JAMRI (Pelapor)
dengan sangkaan/dugaan perbuatan serta peristiwa hukum yang sama
sebagaimana yang telah diajukan pelapor pada laporan pertama dan laporan
kedua yaitu dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang disangkakan
pada dua laporan sebelumnya yang nyatanya juga telah diterbitkan Surat
Perintah Penghentian Penyidikan oleh Termohon, yang mana pertimbangan
mengenai penghentian penyidikan tersebut dilakukan dikarenakan setelah
melakukan serangkaian pemeriksaan diambil kesimpulan jika materi pelaporan
dari pelapor tersebut sama sekali tidak dapat dikategorikan dan/atau merupakan
suatu tindak pidana. Adapun laporan pelapor dinaikkan statusnya oleh
Termohon menjadi Penyidikan dan kembali menetapkan Pemohon sebagai
tersangka atas adanya dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan tanpa
adanya permohonan praperadilan dari pelapor sehingga dalam hal ini kemudian
pemohon mengajukan upaya praperadilan.®

Kasus lain yang menggambarkan hal serupa yaitu perkara dugaan tindak
pidana penipuan dan penggelapan berkaitan dengan perjanjian jual beli tanah
dan bangunan atas tanah dengan nama “CENTER POINT” dimana H. Bambang
Supriadi sebagai tersangka/pemohon | dan Susan Andrian sebagai
tersangka/pemohon | melawan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda
Kepulauan Riau sebagai termohon yang mana diketahui bahwa terhadap

perkara pemohon tersebut telah diterbitkan Surat Perintah Penghentian

® Putusan Praperadilan Nomor 05/Pid.Pra/2022/ PN.Bpp)



Penyidikan (SP3) atas laporan sebelumnya yang mana dinyatakan bahwa dalam
perkara tersebut tidak terdapat unsur tindak pidana namun pemohon kembali
dilaporkan setelah dua tahun kemudian dan dibuka kembali perkaranya untuk
dilakukan penyidikan kembali sehingga kemudian pemohon mengajukan
praperadilan.’

Contoh kedua kasus diatas tentu saja sangat bertentangan dengan asas
praduga tak bersalah, mengatakan bahwa setiap orang yang ditangkap, ditahan,
dan dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana berhak dianggap
tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang
pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk
pembelaannya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Praperadilan,
seperti yang telah disebutkan diatas merupakan alat koreksi terhadap tindakan
para penegak hukum yang melakukan penyalahgunaan wewenang dalam proses
penegakan hukum.® Hakim praperadilan dalam perkara ini tentu berperan
penting untuk melakukan pengawasan secara horizontal terhadap tindakan para
penegak hukum khususnya dalam fase pemeriksaan pendahuluan apabila terjadi
suatu pelanggaran terhadap hukumnya, agar dalam melaksanakan tugasnya
tindakannya tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang,
sehingga dalam hal ini dapat meminimalisir penyimpangan dan
penyalahgunaan wewenang (abuse of power) dalam proses penegakan hukum.

Menurut Pasal 1 angka 10 KUHAP, diketahui bahwa obyek praperadilan yaitu

" Putusan praperadilan nomor 5/Pid.Pra/2022/PN Btm
8 https://nasional.kompas.com/read/2022/02/28/00300021/apa-itu-praperadilan-, diakses
tanggal 12 Maret 2023 pada pukul 21.15
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sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya
penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, permintaan ganti
kerugian atau rehabilitasi atas dihentikannya perkara pidana pada tingkat
penyidikan atau penuntutan.® Selain itu menurut putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 21/PUU-XI1/2014 tanggal 28 April 2015 turut memperluas objek
praperadilan sehingga meliputi sah tidaknya penetapan tersangka,
penggeledahan dan penyitaan.®

Penghentian penyidikan yang tidak sah dapat dimintakan permohonan
praperadilan yang kemudian setelah dinyatakan memang penghentian
penyidikan tersebut tidak sah lewat putusan praperadilan maka penerbitan Surat
Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) sebelumnya dianggap tidak sah.
Menurut Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak
Pidana Pasal 33 (1) huruf b, setelah dinyatakan penghentian penyidikan tersebut
tidak sah maka kepolisian akan mengadakan gelar perkara khusus untuk
membuka kembali Penyidikan berdasarkan putusan praperadilan. Peraturan
Kapolri ini merupakan dasar hukum lain bagi penyidik terutama penyidik
kepolisian dalam bertindak untuk menyidik.

Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang —
undang Hukum Acara Pidana BAB XIV Penyidikan, Bagian Kedua Penyidikan
secara umum penulis belum menemukan aturan tegas yang mengatur mengenai

pembukaan kembali, alasan — alasan dapat dilakukan kembali maupun

® Pasal 1 angka 10 KUHAP
Ohttp://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=10796#.Ws7BGi
8V 0t8 diakses tanggal 4 Maret 2023 pada pukul 22.55
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mekanismenya. Dalam peraturan tersebut hanya mengatur mengenai
penyidikan dan mekanisme penyidikan, selain itu kedua peraturan yang dalam
hal ini merupakan dua peraturan yang satu merupakan peraturan lebih rendah
dan yang satunya lagi merupakan peraturan yang lebih tinggi (vertical) lalu
bagaimana kemudian kesesuaian hubungan kedua peraturan tersebut.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang masalah ini, peneliti perlu
mengkaji secara lebih dalam mengenai kesesuaian pengaturan pembukaan
kembali penyidikan dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang

Penyidikan Tindak Pidana ditinjau menurut Hukum Acara Pidana.

B. Rumusan Masalah
Apakah pengaturan pembukaan kembali penyidikan dalam Peraturan Kapolri
Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana sudah sesuai ditinjau

menurut Hukum Acara Pidana?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis dapat merumuskan tujuan
penelitian yang akan dikaji yaitu untuk menganalisis apakah pengaturan
pembukaan kembali penyidikan dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019
Tentang Penyidikan Tindak Pidana sudah sesuai ditinjau menurut hukum acara
pidana.
D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran dari Penulis, terdapat penelitian sebelumnya yang
membahas mengenai membuka kembali penyidikan namun jelas berbeda dari

segi kajian teori dan pembahasannya, walaupun membahas permasalahan yang



sama namun peneliti lebih memfokuskan pada kesesuaian pengaturan yang
terdapat dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan
Tindak Pidana menurut hukum acara pidana. Adapun penelitian sebelumnya
yang membahas mengenai hal yang sama dengan faktor persamaan dan
perbedaan yaitu :

1. Muhammad Huzaini, Penyidikan Kembali Perkara yang Telah
dihentikan Penyidikannya (SP3) Oleh Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Tesis, Universitas UNAIR Surabaya, 2022. Dalam
penelitian ini memiliki kesamaan yaitu membahas mengenai penyidikan
kembali sedangkan perbedaannya adalah dalam tesis tersebut
membahas mengenai pembukaan kembali penyidikan tanpa melalui
mekanisme praperadilan sedangkan dalam penelitian ini membahas
kesesuaian aturan pembukaan kembali penyidikan dalam Peraturan
Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 menurut KUHAP.

2. Sabda S. Rumondor, PENGHENTIAN PENYIDIKAN DALAM
PROSES PERKARA PIDANA, Jurnal Lex Privatum Volume V,
2017. Adapun yang menjadi persamaan adalah penelitian ini sama -
sama membahas mengenai proses penyidikan menurut KUHAP
penyidikan namun perbedaannya adalah dalam jurnal ini membahas
mengenai proses penyidikan perkara menurut KUHAP saja serta alasan
penyidik untuk menghentikan penyidikan perkara pidana menurut

KUHAP sedangkan dalam penelitian ini membahas kesesuaian proses
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penyidikan dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 dengan
KUHAP.

Rihold Sihotang, Problematika membuka kembali Penyidikan
berdasarkan Putusan Praperadilan, Jurnal, Universitas Lambung
Mangkurat Banjarmasin, 2021. Adapun yang menjadi persamaan
yaitu membahas mengenai pembukaan kembali penyidikan,
perbedaannya vyaitu dalam jurnal tersebut memfokuskan pada
kedudukan lembaga praperadilan dalam membuka kembali penyidikan.
Sedangkan dalam penelitian ini membahas pembukaan kembali
penyidikan dari segi mekanisme dan perbandingan aturan dalam

Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 dan KUHAP.

. Anne Safrina, PENGHENTIAN PENYIDIKAN : TINJAUAN

HUKUM ADMINISTRASI DAN HUKUM ACARA PIDANA,
Jurnal Mimbar Hukum Volume 29 Nomor 1, 2017. Adapun yang
menjadi persamaan Yyaitu sama - Ssama membahas mengenai
penghentian penyidikan sedangkan perbedaannya yaitu dalam jurnal
tersebut membahas mengenai badan kepolisian yang memiliki
kewenangan diskresioner terhadap penghentian penyidikan serta
membahas mengenai alasan penghentian penyidikan sedangkan dalam
penelitian ini membahas mengenai pembukaan kembali penyidikan dari
segi mekanisme dan perbandingan aturan dalam Peraturan Kapolri

Nomor 6 Tahun 2019 dan KUHAP.
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5. Irsyad Nursalim Lubis, Penerapan Peraturan Kapolri Nomor 6
Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Terhadap Proses
Penegakan Hukum (Studi Penelitian di Polsek Medan Area), Jurnal
Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol. 3 No. 2, 2022.
Adapun yang menjadi persamaan Yyaitu sama — sama membahas
mengenai Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 perbedaannya yaitu
dalam jurnal tersebut membahas mengenai penerapan peraturan di
lingkungan Polsek Medan Area sedangkan dalam penelitian ini
membahas mengenai isi peraturan dari Peraturan Kapolri Nomor 6

Tahun 2019 dan meninjau dari segi kesesuaiannya dengan KUHAP.

E. Tinjauan Pustaka
1. Hakikat, Tujuan, dan Asas — Asas Hukum Acara Pidana
Hukum acara pidana yaitu segala keseluruhan peraturan hukum yang
mengatur mengenai bagaimana cara alat — alat penegakan hukum dalam
melaksanakan, menjalankan, dan mempertahankan hukum pidana.'!
Adapun hukum acara pidana ini terkodifikasi dalam suatu kitab yang
dikenal dengan Kitab Undang — Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Menurut Bambang Poernomo dalam arti sempit, hukum acara pidana
berisi kumpulan peraturan mengenai proses pelaksanaan hukum acara

pidana sedangkan dalam arti luas merupakan kumpulan peraturan

11 Luhut M.P. Pangaribuan, Hukum Acara Pidana, Ctk. Pertama, Djambatan, Jakarta,
2013, him. 76.
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pelaksanaan hukum acara pidana dan ditambah lagi dengan berbagai
peraturan lain mengenai alternatif jenis pidana.?

Tujuan hukum acara pidana yaitu mengetahui suatu kebenaran materiil
yang mana merupakan kebenaran yang lengkap dari suatu perkara pidana
melalui penerapan hukum acara pidana secara tepat, menentukan subjek
hukum yang mana didasarkan melalui alat bukti yang sah sehingga orang
yang melakukan tindak pidana dapat didakwa, lalu melangsungkan suatu
pemeriksaan dan menjalankan putusan pengadilan agar orang Yyang
melakukan tindak pidana tersebut benar terbukti dan dapat menjalankan
sanksi sesuai dengan berat tindak pidana yang terbukti dilakukannya.®

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan
Pokok Kekuasaan Kehakiman, asas-asas penegakan hukum yaitu asas
peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan; asas praduga tak bersalah; asas
in presentia; asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum dimana
masyarakat dapat menyaksikan setiap proses persidangan kecuali untuk
perkara — perkara tertentu seperti perkara kesusilaan atau perkara yang
terdakwanya merupakan anak dibawah umur.* Adapun terdapat asas — asas
lain seperti asas persamaan dimuka hukum, asas pengawasan, asas ganti
rugi dan rehabilitas, asas bantuan hukum, asas akuasator, asas formalitas,
dan asas oppurtunitas. Selain asas — asas hukum acara pidana diatas terdapat

pula asas lain yang relevan dengan pembahasan penelitian ini yaitu dikenal

12 Riadi Asra Rahmad, Hukum Acara Pidana, Ctk. Pertama, PT RajaGrafindo Persada,
Depok, 2019, him. 2.

B“Ibid” him 4

14 Pasal 153 ayat (3) KUHAP
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dengan asas konflik norma yang mana asas konfik norma ini adalah asas
yang mengatur mengenai konflik yang terjadi ketika dalam suatu objek
pengaturan terdapat dua norma yang saling bertentangan sehingga bagi
objek pengaturan tersebut dapat diterapkan salah satu norma saja dan
mengakibatkan norma lainnya harus dikesampingkan.'® Norma hukum
sendiri merupakan aturan yang menjadi panduan bagi masyarakat ketika
menjalankan aktivitas kehidupannya. Oleh karena itu, norma hukum berisi
mengenai tata cara, kaidah, dan panduan dalam menjalankan hukum. Asas
yang akan dibahas disini adalah asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori
yang mana asas ini menjelaskan bahwa aturan hukum yang lebih tinggi akan
menghapuskan aturan hukum yang lebih rendah.® Oleh karena itu, hukum
yang lebih rendah tingkatannya harus sesuai dengan ketentuan yang ada di
atasnya dan tidak boleh bertentangan. Sebenarnya asas lex specialis derogat
legi generali menjelaskan bahwa aturan hukum yang bersifat khusus dapat
mengesampingkan hukum yang bersifat umum yang mana jika aturan
hukum yang lebih rendah tersebut merupakan aturan hukum yang lebih
khusus maka dapat mengesampingkan aturan yang lebih umum atau berada
lebih tinggi yang mana berarti lebih mengutamakan aturan hukum yang
khusus tersebut namun tetap saja dalam hal ini kedua asas tersebut saling

berhubungan dimana tetap saja ketika mengutamakan aturan hukum yang

15 Nurfagih Irfani, “Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior:
Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum”,
Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 16 No. 3, 2020. him. 225.

16 https://advokatkonstitusi.com/memecahkan-konflik-norma-degan-asas-derogasi/3/,
Diakses terakhir tanggal 10 April 2023 Pukul 16.05
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lebih spesifik atau khusus tidak boleh bertentangan dengan yang lebih
umum atau lebih tinggi karena aturan yang lebih tinggi ini merupakan aturan
yang secara umum adalah cikal bakal yang melahirkan aturan — aturan

hukum khusus.

2. Penyidikan Menurut Peraturan Perundang- Undangan di Indonesia

Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan
menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak
pidana yang terjadi dan guna menemukan siapa tersangkanya.'’

Pasal 6 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa terdapat dua penggolongan
penyidik yaitu pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat
pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-
undang. Adapun proses penyidikan yang dilakukan para pejabat penyidik
ini mengikuti aturan yang sama yaitu berdasarkan Kitab Undang — Undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP).

3. Konsep Penghentian Dan Pembukaan Kembali Penyidikan

Penghentian penyidikan dapat dilaksanakan dengan alasan — alasan
sebagai berikut yaitu pertama, tidak diperoleh cukup bukti dimana penyidik
tidak memperoleh cukup bukti maupun bukti tidak memadai untuk
menuntut tersangka telah melakukan kesalahan. Kedua, peristiwa yang

disangkakan bukan merupakan tindak pidana dimana dari hasil penyidikan

17 pasal 1 angka 2 KUHAP
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dan pemeriksaan diketahui bahwa apa yang disangkakan terhadap tersangka
bukan merupakan suatu tindak pidana pelanggaran dan kejahatan. Ketiga,
penghentian penyidikan demi hukum seperti perkara nebis in idem atau
perkara tersebut sudah pernah diputuskan dan telah memperoleh putusan
hukum tetap, tersangka meninggal dunia, dan karena kadaluarsa.*®

Penghentian penyidikan jika dihentikan oleh penyidik Polri maka
pemberitahuan penghentian penyidikan disampaikan kepada penuntut
umum dan kepada tersangka atau keluarganya, namun apabila penghentian
penyidikan dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil, pemberitahuan
penghentian disampaikannya kepada penyidik Polri sebagai pejabat yang
berwenang melakukan koordinasi atas penyidikan, dan kepada penuntut
umum.*®

Pembukaan kembali penyidikan merupakan proses menyidik

kembali suatu perkara yang sebelumnya telah dihentikan penyidikannya
dikarenakan alasan - alasan yang telah ditentukan oleh undang - undang
melalui mekanisme penerbitan SP3 dan melanjutkan proses tersebut sampai
selesai. Adapun membuka kembali penyidikan ini melalui gelar perkara
khusus dengan didasarkan oleh putusan praperadilan®® maupun tanpa
adanya putusan praperadilan jika terdapat alat bukti baru yang dapat
menjadi dasar membuka kembali penyidikan.

4. Praperadilan

18 Pasal 109 ayat (2) KUHAP
19 pasal 9 ayat 2 KUHAP
20 Pasal 33 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana
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Praperadilan menurut M. Yahya Harahap yaitu suatu bentuk tugas
tambahan kepada Pengadilan Negeri yang mana selain memiliki tugas
pokok berupa mengadili dan memutus dalam hal perkara pidana dan
perdata, juga untuk memutuskan mengenai sah tidaknya penangkapan dan
atau penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan,
permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi. Selain itu berdasarkan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XI11/2014 menambahkan objek
praperadilan menjadi lebih luas dengan memasukkan sah atau tidaknya
penetapan tersangka, sah atau tidaknya penggeledahan, dan sah atau
tidaknya penyitaan.

Tujuan dari praperadilan sendiri menurut KUHAP adalah menjadi
suatu bentuk melakukan pengawasan horizontal atas upaya paksa pada
tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan
agar benar-benar tindakan tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku
sehingga tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh aparat hukum
tersebut. Selain itu praperadilan sendiri dibentuk sebagai suatu pengawasan
pada perlindungan hak asasi tersangka maupun terdakwa.?!

F. Definisi Operasional
Definisi operasional bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman dan
perbedaan dalam penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul

skripsi. Sesuai judul penelitian, yaitu “Kesesuaian Pengaturan Yang Terdapat

2L M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan
Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Ctk. Tiga Belas, Sinar Grafika,
Jakarta, 2012, him 5.
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Dalam

Pidana

Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak

Menurut Hukum Acara pidana”, maka definisi operasional yang perlu

dijelaskan, yaitu:

1.

Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan
menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang
tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan siapa tersangkanya.??
Pembukaan kembali penyidikan

Pembukaan kembali penyidikan adalah proses dalam peradilan pidana
dimana suatu perkara dibuka kembali penyidikannya atau dilanjutkan
kembali proses penyidikannya setelah dinyatakan telah dihentikan
melalui penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) akibat
alasan tertentu seperti tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut
ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan
demi hukum.

Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Hukum Acara Pidana adalah segala keseluruhan peraturan hukum yang
mengatur mengenai bagaimana cara alat — alat penegakan hukum dalam

melaksanakan, menjalankan, dan mempertahankan hukum pidana.?

2 1pid
23 Luh
him. 76.

ut M.P. Pangaribuan, Hukum Acara Pidana, Ctk. Pertama, Djambatan, Jakarta, 2013,
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G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah jenis penelitian
hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilaksanakan dengan
menggunakan literatur (kepustakaan). Dengan fokus penelitian terkait
kesesuaian pengaturan pembukaan kembali penyidikan dalam Peraturan
Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana ditinjau
menurut Hukum Acara Pidana.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), yakni

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

(KUHAP), Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan

Tindak Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-

X11/2014.

b. Pendekatan konseptual (conceptual approach), yakni mengacu kepada

konsep pengaturan pembukaan kembali penyidikan dalam Peraturan

Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana ditinjau

menurut hukum acara pidana.

3. Objek Penelitian
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Kesesuaian konsep pengaturan pembukaan kembali penyidikan dalam
Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana
ditinjau menurut hukum acara pidana.

4. Bahan Hukum Penelitian

Penelitian ini bersifat hukum normatif maka sumber data yang
digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber data yang terdiri dari bahan
hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang- undangan,

yurisprudensi, atau putusan pengadilan. Bahan hukum primer adalah

bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas.

Bahan Hukum Primer Dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (KUHAP)

2) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan
Tindak Pidana

3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-X11/2014

4) Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Standar
Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana

5) Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-
518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 November 2001 Tentang Perubahan

Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-
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132/A/J.A/11/1994 tanggal 7 November 1994 Tentang
Administrasi Perkara

b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menggunakan
peraturan yang digunakan sebagai penunjang dan memberikan
penjelasan atas bahan hukum primer, baik berupa teori sebagai prinsip
dasar maupun penafsiran atau pendapat hukum. Bahan hukum sekunder
adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Bahan hukum
sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:
a. Berbagai buku-buku yang berhubungan dengan penelitian.
b. Berbagai hasil penelitian karya ilmiah, jurnal-jurnal dan artikel lain
yang berkaitan dengan penelitian.
c. Situs-situs internet yang dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki
keterkaitan dengan fokus penelitian.
c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan
terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu Kamus
Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Inggris.

5. Metode Pengumpulan Bahan Hukum
Metode Pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian

ini adalah studi pustaka yang dilakukan dengan cara mengumpulkan,

membaca, menelaah, mengkaji, serta mengkritisi ketentuan peraturan
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perundang-undangan, doktrin dan pendapat para pakar, jurnal, serta hasil-
hasil penelitian sejenis.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
analisis kualitatif-deskriptif, yaitu data-data yang diperoleh dari bahan
tertulis seperti peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang

digambarkan terlebih dahulu secara kualitatif baru kemudian di analisis.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hasil penelitian ini dibagi dalam 4 (empat) bab, yang

masing-masing bab terdapat keterkaitan antara satu dengan yang lainnya.

Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

1.

Bab I, yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah,
tujuan masalah, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian
dan sistematika penulisan.

Bab II, yaitu Tinjauan pustaka yang berisi analisis atau landasan kerangka
berpikir penulis yang bersifat komprehensif, kritis dan mendalam. Adapun
komponen dari tinjauan pustaka adalah:

a. Hakikat, Tujuan, dan Asas — Asas Hukum Acara Pidana

b. Penyidikan Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia
c. Konsep Penghentian dan Pembukaan Penyidikan
d. Praperadilan

e. Pandangan Hukum Islam Mengenai Penyidikan
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3. Bab Ill, yaitu hasil penelitian dan pembahasan yang menguraikan seluruh
hasil kajian dan penelitian penulis secara sistematis dan objektif. Adapun
pada bab ini akan diuraikan tentang kesesuaian pengaturan pembukaan
kembali penyidikan dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang
Penyidikan Tindak Pidana ditinjau menurut hukum acara pidana.

4. Bab IV, yaitu penutup. Dalam bab ini akan dirumuskan kesimpulan dari
seluruh uraian pada bab-bab sebelumnya untuk kemudian dilanjutkan

dengan saran dari penulis.
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BAB I1
TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM ACARA PIDANA,
PENYIDIKAN, PENGHENTIAN DAN PEMBUKAAN PENYIDIKAN,
SERTA PRAPERADILAN

A. Hakekat, Tujuan, Dasar dan Ruang Lingkup, serta Asas — Asas

Hukum Acara Pidana
1. Pengertian Hukum Acara Pidana

Hukum acara pidana merupakan hukum pidana formil yang mana dalam
hukum ini mengandung cara — cara menyelenggarakan hukum pidana materil
yang mengatur aparat hukum maupun yang pihak yang termasuk dalam proses
pidana tersebut cara menyelenggarakan proses pidana dalam persidangan.
Menurut Wiryono Prodjodikoro, hukum acara pidana adalah berbagai rangkaian
peraturan yang mengandung cara bagaimana badan pemerintah seperti
kepolisian, kejaksaan , dan pengadilan bertindak dalam mencapai tujuan negara

melalui hukum pidana.?*

2. Tujuan Hukum Acara Pidana

Tujuan hukum acara pidana yaitu untuk mendapatkan suatu kebenaran
materiil. Kebenaran materiil sendiri adalah suatu fakta yang benar benar
lengkap dari suatu perkara pidana dengan melalui ketentuan hukum acara
pidana yang tepat, kemudian untuk mencari pelaku tindak pidana yang dapat

didakwa melalui proses hukum, serta untuk melaksanakan pemeriksaan dan

24 H, Suryanto, Hukum Acara Pidana, Ctk. Pertama, Zifatama Jawara, Sidoharjo, 2018,
him. 2.
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suatu putusan pengadilan yang mana apakah benar suatu tindak pidana tersebut
memang dilakukan oleh orang yang didakwakan dalam pengadilan. Menurut
pendapat ahli hukum juga menjelaskan bahwa tujuan hukum acara pidana
adalah untuk menemukan kebenaran materiil, mendapatkan putusan hakim, dan
melaksanakan putusan hakim tersebut. Menegakkan kebenaran materiil ini
penegak hukum tidak hanya berpatokan pada penguasaan hukum pidana dan
hukum acara pidana saja melainkan melalui ilmu — ilmu lain yang dapat
menunjang timbulnya kebenaran materiil tersebut seperti ilmu kriminologi,
ilmu viktimologi dan ilmu psikologi/psikiatri. Sedangkan alasan dibentuknya
KUHAP vyaitu untuk perlindungan atas harkat dan martabat manusia sebagai
tersangka maupun terdakwa, perlindungan terhadap kepentingan hukum dan
pemerintahan, merupakan bentuk kodifikasi dan unifikasi hukum acara pidana,
mencapai kesatuan tujuan daripada sikap dan tindakan aparat penegak hukum,
serta mewujudkan hukum acara pidana yang sesuai dengan Pancasila dan UUD

1945.

3. Dasar — Dasar dan Ruang Lingkup Hukum Acara Pidana

Dasar hukum acara pidana terdiri dari sumber hukum acara pidana yang
telah terkodifikasi yaitu Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
KUHAP dan sumber hukum acara pidana yang belum di kodifikasi seperti
undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Adapun
perundang — undangan hukum acara pidana diatur dalam Undang-Undang RI
No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

disingkat KUHAP, Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 1983 tentang
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Pelaksanaan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan
Pemerintah RI No. 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP R1 No. 27 Tahun
1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Ruang lingkup hukum acara pidana sempit yaitu dimulai dari proses
mencari kebenaran, penyelidikan, penyidikan, persidangan, putusan hingga
berakhir pada pelaksananan eksekusi pidana oleh jaksa atau penuntut umum.
Adapun yang diatur dalam hukum acara pidana sendiri yaitu berbagai cara yang
perlu ditempuh untuk menegakkan ketertiban hukum di masyarakat sekaligus
melindungi hak asasi tiap individu yang merupakan korban maupun yang

melanggar hukum.

4. Asas — Asas dalam Hukum Acara Pidana dan asas pendukung lainnya

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan
Pokok Kekuasaan Kehakiman, asas-asas penegakan hukum yaitu asas peradilan
sederhana, cepat, dan biaya ringan; asas praduga tak bersalah; asas in presentia;
asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum dimana masyarakat dapat
menyaksikan setiap proses persidangan kecuali untuk perkara — perkara tertentu
seperti perkara kesusilaan atau perkara yang terdakwanya merupakan anak
dibawah umur.?® Adapun terdapat asas — asas lain seperti asas persamaan
dimuka hukum, asas pengawasan, asas ganti rugi dan rehabilitas, asas bantuan

hukum, asas akuasator, asas formalitas, dan asas oppurtunitas.

25 Pasal 153 ayat (3) KUHAP
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Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan asas yang
mana sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilaksanakan
dengan proses yang efisien dan efektif. Biaya ringan merupakan biaya perkara
yang terjangkau bagi masyarakat walaupun terkadang ketika seseorang
berperkara biasanya menguasakan perkaranya kepada aparat hukum berupa
pengacara untuk mengurus hal — hal yang berhubungan dengan perkara
dipengadilan sehingga biaya ringan ini terkadang tidak tercapai, seperti yang
kita ketahui biaya seorang pengacara tidaklah terjangkau. Terakhir adalah cepat.
Cepat sendiri berarti peradilan yang dilaksanakan tidak bertele — tele dan
memakan banyak waktu.

Asas praduga tak bersalah (presumption of innocent) merupakan asas yang
menjelaskan bahwa setiap manusia yang menjalani proses pidana wajib dan
berhak diduga tidak bersalah sebelum ada putusan hakim yang menyatakan ia
bersalah. Adapun penjelasannya terdapat dalam Penjelasan umum 3¢ KUHAP
menyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut,
dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib untuk dianggap tidak
bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya dan
memperoleh hukum tetap.

Asas in presentia menjelaskan bahwa pengadilan memeriksa dengan
hadirnya terdakwa, namun atas pertimbangan tertentu pengadilan bisa saja
memeriksa tanpa hadirnya terdakwa.

Asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum merupakan asas yang

dimana masyarakat dapat menyaksikan setiap proses persidangan (dapat
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dihadiri oleh khalayak umum) kecuali untuk perkara — perkara tertentu seperti
perkara kesusilaan atau perkara yang terdakwanya merupakan anak dibawah
umur.?® Adapun hal tersebut sesuai dengan Pasal 153 ayat (3) KUHAP yang
menjelaskan bahwa terhadap keperluan pemeriksaan hakim ketua siding dapat
membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara
mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak.

Asas persamaan di muka hukum (equality before the law) merupakan asas
yang memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban warga negara dimana
hukum disini tidak membeda — bedakan kondisi warga negara tersebut dari segi
ekonomi, ras, suku, budaya, maupun tingkat kekuasaan masing — masing orang.
Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-
pokok Kehakiman menyatakan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum
dengan tidak membeda-bedakan orang tersebut.

Asas pengawasan menjelaskan bahwa pengawasan disini berarti
pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana.
Pelaksanaan pengawasan ini dilaksanakan oleh ketua pengadilan negeri yang
didelegasikan pada hakim yang khusus bertugas dalam membantu ketua
melakukan pengawasan dan pengamatan.

Asas ganti rugi dan rehabilitas menjelaskan bahwa seseorang berhak untuk
mendapatkan pemenuhan terhadap tuntutannya berupa sejumlah uang akibat
ditangkap, ditahan, dan diadili tanpa alasan yang sesuai berdasarkan undang —

undang maupun jika terdapat kekeliruan, sedangkan rehabilitasi merupakan hak

26 Pasal 153 ayat (3) KUHAP
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seseorang untuk menjalani pemulihan seperti posisi dan keadaan semula yang
diberikan pengadilan.

Asas bantuan hukum (Legal Assistance) merupakan asas yang mana setiap
orang yang terkena perkara wajin diberikan kesempatan untuk mendapatkan
bantuan hukum yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembelaan dirinya
tersebut.

Asas akusator merupakan asas yang memberikan perbedaan antara
pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan sidang pengadilan telah
dihilangkan.

Asas formalitas merupakan asas yang memberikan penjelasan bahwa segala
proses pidana mulai dari penyelidikan sampai dengan penuntutan harus
dilaksanakan secara formal tertulis.

Asas oppurtunitas merupakan asas yang menjelaskan bahwa wewenang
penuntut menjadi kekuasaan sepenuhnya penuntut umum atau jaksa dimana
orang lain tidak berhak dan berwenang untuk itu.

Selain asas — asas hukum acara pidana diatas terdapat pula asas lain yang
dikenal dengan asas konflik norma yang mana asas konfik norma ini adalah asas
yang mengatur mengenai konflik yang terjadi ketika dalam suatu objek
pengaturan terdapat dua norma yang saling bertentangan sehingga bagi objek
pengaturan tersebut dapat diterapkan salah satu norma saja dan mengakibatkan

norma lainnya harus dikesampingkan.?’” Asas yang dibahas disini adalah asas

27 Nurfagih Irfani, “Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior:
Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum”,
Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 16 No. 3, 2020, him. 225.
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Lex Superior Derogat Legi Inferiori yang mana asas ini menjelaskan bahwa
aturan hukum yang lebih tinggi akan menghapuskan aturan hukum yang lebih
rendah.?® Oleh karena itu, hukum yang lebih rendah tingkatannya harus sesuai
dengan ketentuan yang ada di atasnya dan tidak boleh bertentangan. Sebenarnya
asas lex specialis derogat legi generali menjelaskan bahwa aturan hukum yang
bersifat khusus dapat mengesampingkan hukum yang bersifat umum yang mana
jika aturan hukum yang lebih rendah tersebut merupakan aturan hukum yang
lebih khusus maka dapat mengesampingkan aturan yang lebih umum atau
berada lebih tinggi yang mana berarti lebih mengutamakan aturan hukum yang
khusus tersebut namun tetap saja dalam hal ini kedua asas tersebut saling
berhubungan dimana tetap saja ketika mengutamakan aturan hukum yang lebih
spesifik atau khusus tidak boleh bertentangan dengan yang lebih umum atau
lebih tinggi karena aturan yang lebih tinggi ini merupakan aturan yang secara
umum adalah cikal bakal yang melahirkan aturan — aturan hukum khusus.
B. Penyidikan Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia
1. Pengertian mengenai Penyidikan

Penyidikan merupakan istilah yuridis yang dimuat dalam Undang-Undang
No. 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Kepolisian Negara.
Penyidikan sendiri menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik yang menurut cara yang

diatur dalam undang-undang ini dalam mencari dan mengumpulkan bukti

28 hitps://advokatkonstitusi.com/memecahkan-konflik-norma-degan-asas-derogasi/3/,
Diakses terakhir tanggal 10 April 2023 Pukul 16.05
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dimana dengan bukti tersebut dapat membuat terang suatu tindak pidana yang
terjadi dan guna menemukan tersangkanya.?® Menurut Andi Hamzah bahwa
dimulainya suatu penyidikan haruslah sudah dapat ditentukan dan diperkirakan

delik apa yang telah dilakukan.*

2. Tujuan Penyidikan

H.M.A Kuffal menjelaskan bahwa tujuan dari dilakukannya penyidikan
adalah untuk mengupayakan pembuktian mengenai suatu tindak pidana yang
terjadi agar tindak pidana tersebut menjadi jelas, dan agar dapat ditemukan
tersangkanya. Pembuktian dalam hal ini bermaksud suatu upaya yang mana
didalamnya menjadi wadah untuk mengajukan alat-alat bukti yang sah, barang
bukti maupun benda sitaan didepan sidang pengadilan untuk membuktikan
kesalahan terdakwa sesuai dengan surat dakwaan penuntut umum. 3!

Menurut Rusli Muhammad pun tujuan dari dilaksanakannya penyidikan adalah
agar didapatkan keterangan berupa :2
1. Jenis dan kualifikasi tindak pidana yang terjadi.
Penyidikan dilaksanakan untuk mengetahui bentuk dan macam
tindak pidana karena macam tindak pidana sendiri sangat banyak dan
terdapat beberapa kualifikasi didalamnya. Contohnya, tindak pidana

pembunuhan, yang mana terdapat kualifikasi berupa pembunuhan biasa,

29 pasal 1 angka 2 KUHAP

30 Zulfan Kurnia Ainun Najib, “Akibat Hukum Penghentian Penyidikan Perkara Pidana Dan
Permasalahannya Dalam Praktik”, Diponegoro Law Review, Vol. 1 No. 4, 2012, him. 3.

31 H.M.A Kuffal, Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum, Universitas
Muhammadiyah Malang Press, Ctk. Kedua, Malang, 2002, him. 30.

32 Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer, Ctk. Pertama, Citra Aditya Bakti,
Jakarta, 2007, him 58-60.
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pembunuhan berencana. Berdasarkan tindakan penyidikan ini dapat
ditentukan pasal-pasal konkrit apa yang dilanggar.
2. Waktu dilakukannya tindak pidana.

Penyidikan dapat mengungkap waktu dilakukannya suatu tindak
pidana. Waktu dalam hal ini berupa tanggal, hari, bulan dan tahun
dilakukannya tindak pidana. Waktu ini dapat menjadi tolak ukur yang
menentukan alibi dari pelaku.

3. Tempat terjadinya tindak pidana.

Tempat terjadinya tindak pidana disini adalah tempat dimana pelaku
melakukan tindak pidana tersebut. Manfaat mengetahui tempat
terjadinya tindak pidana yaitu untuk memudahkan si penyidik dalam
mencari keterangan, saksi serta barang bukti pelaku.

4. Dengan apa tindak pidana dilakukan.

Hal penting yang perlu diketahui juga adalah alat-alat yang
digunakan pelaku dalam melakukan tindak pidana tersebut. Alat ini bisa
menjadi barang bukti oleh penyidik dan dalam sidang bisa berguna
untuk meyakinkan hakim dalam menjatuhkan putusannya.

5. Alasan dilakukannya tindak pidana tersebut.

Alasan pelaku melakukan tindak pidana juga penting dalam hal
penyidikan. Sama halnya dengan barang bukti, alasan ini dapat menjadi
bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya
hukuman.

6. Pelaku dari tindak pidana.
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Keterangan terpenting dari penyidikan adalah keterangan pelaku
dari tindak pidana itu sendiri. Keterangan tersebut untuk menyimpulkan
siapa sebenarnya tersangka yang melakukan tindak pidana dengan

melihat kecocokan antara keterangan pelaku dengan alat bukti lainnya.

3. Pejabat Penyidik

Menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP jo Pasal 1 angka 10 Undang — Undang
RI No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Rl menjelaskan yang dimaksud
penyidik adalah pejabat polisi Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri
sipil tertentu yang telah diberi wewenang khusus oleh Undang — Undang untuk
melaksanakan penyidikan. Adapun menurut Pasal 6 KUHAP, penyidik adalah
pejabat polisi RI (Pembantu Letnan Dua), dan pejabat pegawai negeri sipil
tertentu yang telah diberikan wewenang khusus oleh undang — undang (PPNS
I1/b Sarjana Muda Pangkat Minimum). Adapun contohnya jaksa dalam tindak
pidana khusus seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana subversi, dan tindak
pidana ekonomi. Kewenangan jaksa dalam hal ini sama dengan kewenangan
polisi namun hanya terbatas untuk tindak pidana khusus saja.3 Jadi terdapat dua
jenis pejabat penyidik, yaitu polisi dan pegawai negeri sipil yang telah diberikan

wewenang khusus oleh undang — undang sebagai penyidik.

33 H. Suryanto, Hukum Acara Pidana, Ctk. Pertama, Zifatama Jawara, Sidoharjo, 2018,
him. 33.
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4. Wewenang Penyidik

Penyidik sendiri memiliki wewenang yaitu pertama, menerima laporan dari
seseorang mengenai adanya tindak pidana. Kedua, melaksanakan tindakan awal
di TKP. Ketiga, melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang dicurigai.
Keempat, melaksanakan penangkapan, penahanan, penggeledahan serta
penyitaan. Kelima, melaksanakan pemeriksaan surat dan penyitaan surat.
Kelima, mengumpulkan sidik jari serta memotret seseorang. Keenam,
memanggil orang untuk kemudian didengar dan diperiksa sebagai tersangka
maupun saksi. Ketujuh, menghadirkan orang sebagai ahli yang dibutuhkan
dalam pemeriksaan perkara. Kedelapan, melaksanakn penghentian penyidikan,
dan terakhir melakukan tindakan lain yang mana menurut hukum yang
bertanggung jawab.3* Sedangkan wewenang dari Penyidik Pejabat Pegawai
Negeri Sipil berdasarkan Pasal 7 ayat (2) KUHAP yaitu Penyidik Pejabat
Pegawai Negeri Sipil memiliki wewenang sesuai dengan undang-undang yang
menjadi dasar hukum masing-masing kemudian dalam pelaksanaan tugasnya
berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik kepolisian.

Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang
terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib

segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan.®®

3 Riadi Asra Rahmad, Hukum Acara Pidana, Ctk. Pertama, Rajawali pers, Depok, 2019
Hlm 33.
% Pasal 106 KUHAP
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5. Proses Penyidikan

Penyidikan dilakukan sesuai dengan mekanisme yang ada dalam KUHAP.
Maka dari itu proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik yaitu :
1. Terdapat persangkaan telah terjadi suatu perbuatan pidana
Persangkaan perbuatan pidana ini didapatkan penyidik dari aduan,
laporan, peristiwa tangkap tangan, maupun berdasarkan hasil
penyelidikan yang dilakukan oleh aparat hukum. Penyidik disini
kemudian wajib untuk segera menindaklanjuti hal tersebut dengan
tindakan penyidikan setelah ada dugaan perbuatan tindak pidana.®
Dalam hal penyidik menerima laporan atau pengaduan bahwa telah
terjadi suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu perbuatan pidana,
maka sebelum dilakukan tindakan hukum berupa pemanggilan atau
upaya paksa, hendaknya penyidik mencari dan mengumpulkan bukti-
bukti terlebih dahulu untuk meyakinkan bahwa peristiwa tersebut
merupakan perbuatan pidana.
2. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
Tindakan pertama di tempat kejadian yaitu melakukan segala
tindakan yang menurut penyidik perlu untuk :*’
a. Menyelamatkan nyawa korban atau harta kekayaan orang
b. Menangkap si pelaku apabila pelaku tersebut masih dalam

dalam jangkauan penyidik.

% pasal 106 KUHAP
37 Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kotemporer, Citra Aditya Bakti, Bandung,
2007, him. 76.
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c. Menutup tempat kejadian bagi orang — orang yang yang
kehadirannya tidak diperlukan disana demi menyelamatkan
nyawa korban, maupun untuk menyelamatkan kekayaan orang
dan juga untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan agar
lokasi kejadian dalam keadaan semula (steril) guna
memudahkan dilakukannya penyelidikan dan penyidikan.

d. Mencari dan mengumpulkan barang bukti yang dapat digunakan
penyidik sebagai petunjuk tentang pelaku, maupun tentang
cara-cara atau alat-alat yang telah dipergunakan pelaku, serta
untuk melemahkan alibi yang suatu saat dikemukakan oleh
seorang tersangka apabila ia di tangkap.

e. Mengumpulkan saksi-saksi yang dapat membantu penyidik
untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

3. Pemanggilan dan pemeriksaan tersangka dan saksi

Tahap penyidikan ini, penyidik memiliki wewenang untuk
memanggil dan memeriksa tersangka dan saksi — saksi yang
diperlukan.®®Adapun pemanggilan ini dilakukan dengan surat
pemanggilan yang sah yang ditandatangani penyidik berwenang serta
berisi alasan pemanggilan yang jelas dan juga dengan memerhatikan
batas waktu yang wajar antgara diterimanyha panggilan dan dalam hal

pemeriksaannya.®® Orang yang dipanggil untuk didengar keterangannya

3 Pasal 7 ayat (1) KUHAP
%9 Pasal 112 ayat (1) KUHAP
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ini wajib untuk datang. Apabila tidak datang akan dilakukan
pemanggilan sekali lagi dengan perintah kepada petugas atau penyelidik
untuk membawanya. Dalam hal tidak dapat datang dengan alasan wajar,
penyidik datang ke tempat kediamannya.*° Penyidik disini berkewajiban
untuk memberitahukan saksi tentang haknya untuk mendapat bantuan
hukum dan kewajiban untuk didampingi penasehat hukum yang
ditunjuk penyidik atau penuntut umum atau hakim apabila perbuatan
pidana yang dipersangkakan atau didakwakan tersebut diancam dengan
pidana lima tahun atau lebih dan tidak mempunyai penasihat hukum
sendiri.** Dalam melakukan pemeriksaan tindakan oleh penyidik
sebagai langkah awal dari serangkaian penyelesaian perkara pidana
hendaknya seorang penyidik untuk lebih berhati-hati.*> Hendaknya yang
menjadi objek pemeriksaan bukanlah manusia sebagai tersangka namun
lebih kepada kesalahan tindak pidana yang dilakukan, dimana dalam hal
ini tersangka harus dianggap tak bersalah.*
4. Melakukan upaya paksa yang diperlukan

Upaya paksa disini adalah segala bentuk tindakan yang bisa
dipaksakan oleh aparat penegak hukum pidana terhadap kebebasan
bergerak seseorang atau untuk memiliki dan menguasai barang, atau

terhadap kemerdekaan pribadinya untuk tidak mendapat gangguan

40 Pasal 112 ayat (2) dan Pasal 113 KUHAP

4 Pasal 114 KUHAP

42 Erly Pangestuti, “Tugas Penyidik Di Dalam Melaksanakan Pemeriksaan Terhadap
Tersangka Residivis”, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Tulungagung, 2020, him. 97.

4 Adriyanto S. Kader, Pemeriksaan Tersangka Oleh Penyidik Berdasarkan Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana, Jurnal llmu Hukum Legal Opinion, Edisi 2 Vol. 2, 2014, him. 7.
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terhadap siapa pun. Tindakan tersebut dapat dilaksanakan pada
seseorang maupun pada benda miliknya yang mana diperlukan untuk
memudahkan proses pemeriksaan maupun untuk pembuktian.
5. Pembuatan berita acara penyidikan

Proses pemeriksaan yang telah dianggap cukup lalu dapat
dilanjutkan pada proses selanjutnya yaitu pembuatan berita acara oleh
penyidik.*
6. Penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum

Penyidik wajib untuk secepatnya meyerahkan berkas perkara
tersebut kepada penuntut umum setelah penyidikan selesai. Terdapat
dua jenis penyerahan yaitu penyidik hanya menyerahkan berkas perkara
saja, maupun penyidik menyerahkan tanggung jawab terhadap

tersangka dan barang bukti pada penuntut umum.

C. Konsep Penghentian dan Pembukaan Penyidikan

1. Pengaturan mengenai Penghentian dan Pembukaan Penyidikan

Penghentian penyidikan dan pembukaan penyidikan sendiri secara lebih
lanjut dijelaskan dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang
Penyidikan Tindak Pidana. Menurut Pasal 30 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun

2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dijelaskan bahwa :

(1) Penghentian penyidikan dilakukan melalui Gelar Perkara.

4 Pasal 112 KUHAP
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(2) Penghentian penyidikan dapat dilakukan untuk memenuhi kepastian

hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan hukum.

3) Penghentian penyidikan dilaksanakan  sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya untuk pembukaan penyidikan dalam Peraturan Kapolri Nomor
6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dijelaskan bahwa dalam Pasal
33 ayat (1) yaitu gelar perkara khusus dapat dilaksanakan untuk membuka

kembali penyidikan berdasarkan putusan praperadilan.

2. Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)

Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang dikeluarkan oleh
Kepolisian merupakan surat pemberitahuan dari penyidik ,kepada penuntut
umum bahwa perkara tersebut dihentikan penyidikannya. SP3 ini memakai
formulir khusus yang sudah ditentukan dalam Keputusan Jaksa Agung No.
518/A/J.A/11/2001 pada tanggal 1 November 2001 tentang Perubahan
Keputusan Jaksa Agung RI No. 132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara
Tindak Pidana. SP3 dikatakan terbit saat telah terdapat adanya penetapan
seseorang sebagai tersangka. Jika melihat pada KUHAP, penghentian
penyidikan ini merupakan kewenangan dari penyidik yang diatur dalam Pasal
109 ayat (2) KUHAP dimana dikatakan bahwa dalam hal penyidik
menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa
tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan
demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum,

tersangka atau keluarganya.

39



3. Alasan — Alasan Penghentian Penyidikan

Undang-undang memberi wewenang penghentian penyidikan kepada
penyidik yang mana penyidik tersebut berwenang untuk melakukan
menghentikan penyidikan yang telah dimulainya.®® Penghentian penyidikan
tindak pidana merupakan kewenangan penyidik dalam mengerjakan suatu kasus
yang dianggap tidak dibutuhkan lagi untuk diteruskan pada tahapan penegakan
hukum selanjutnya. Menurut Yahya Harahap dikatakan bahwa wewenang
penghentian penyidikan pada perkara yang sedang berjalan diberikan pada
penyidik dengan alasan:*®

1. Untuk menegakkan prinsip peradilan yang cepat, tepat dan biaya

ringan, dan sekaligus untuk tegaknya kepastian hukum dalam
kehidupan masyarakat. Apabila penyidik berkesimpulan bahwa
berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan tidak terdapat cukup
bukti atau alasan untuk menuntut tersangka di muka persidangan, maka
untuk apa meneruskan penyelidikan, lebih baik penyidik secara resmi
menyatakan penghentian pemeriksaan penyidikan agar tercipta
kepastian hukum bagi tersangka dan penyidikan tersebut tidak berlarut
— larut.

2. Penyidikan terhindar dari kemungkinan tuntutan ganti kerugian akibat

perkaranya diteruskan padahal tidak cukup bukti atau cukup alasan

untuk menuntut ataupun menghukum.

4 Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan
Penuntutan, Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, him. 150.
46 Ibid
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3. Undang-undang telah menyebutkan secara limitatif alasan yang dapat
digunakan penyidik sebagai dasar penghentian penyidikan. Adapun
limitasi alasan ini penting untuk menghindari kecenderungan negatif
pada penyidik. Dengan adanya limitasi ini diharapkan penyidik dapat
menguji perkara berdasarkan alasan — alasan yang telah ditentukan oleh
undang-undang agar dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.
Hal ini dapat menjadi landasan bagi para pihak yang keberatan apabila
dilakukan penghentian penyidikan. Kitab Undang-undang Hukum
Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan secara terbatas alasan yang
dipergunakan penyidik untuk melakukan penghentian penyidikan yang
diatur dalam Pasal 109 ayat (2) yang selengkapnya berbunyi sebagai
berikut: “Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak
terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak
pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidikan
memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau
keluarganya”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP di atas, terdapat
beberapa alasan penyidikan tindak pidana dapat dihentikan. Adapun
alasan - alasan tersebut adalah:

1. Tidak terdapat cukup bukti;

Apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut

tersangka ataupun bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk

membuktikan kesalahan tersangka apabila kasus tersebut diajukan ke
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depan sidang pengadilan, maka penyidik berwenang melakukan
penghentian penyidikan. Suatu perkara dinyatakan cukup bukti ketika
didalamnya terdapat minimal dua alat bukti yang sah untuk
membuktikan bahwa benar telah suatu tindak pidana dan tersangka
tersebutlah memang pelaku yang bersalah melakukan tindak pidana
tersebut. Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang dimaksud dengan
alat bukti yang sah adalah:

a. Keterangan saksi;

b. Keterangan ahli;

c. Saksi;

d. Petunjuk;

e. Keterangan terdakwa.

Kalau alat bukti tidak cukup dan memadai, penyidikan perkara

tersebut haruslah dihentikan. Tetapi apabila di kemudian hari

penyidik dapat mengumpulkan bukti yang lengkap dan memadai,

dapat lagi kembali memulai penyidikan terhadap tersangka yang

telah pernah dihentikan pemeriksaan perkaranya.*’
2. Peristiwa ternyata bukan tindak pidana;

Apabila dari hasil penyidikan dan pemeriksaan penyidik kemudian
berpendapat bahwa apa yang disangkakan terhadap tersangka bukan
merupakan perbuatan pidana seperti yang diatur dalan KUHP, maka

penyidik berwenang untuk menghentikan penyidikan. Terdapat

47 1bid, him. 151.
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kesulitan untuk menarik batasan antara suatu perkara tersebut
merupakan tindak pidana ataukah bukan. Kesulitan ini sering dijumpai
dalam peristiwa-peristiwa yang dekat hubungannya dengan ruang
lingkup hukum perdata.*® Contohnya adalah antara perjanjian utang-
piutang dengan penipuan. Penghentian penyidikan dengan alasan
bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana maka si
penyidik tidak bisa mengadakan penyidikan ulang kecuali apabila
ditemukan alasan yang kuat yang dapat membuktikan sebaliknya.
3. Perkara tersebut ditutup demi hukum

Perkara yang ditutup demi hukum berarti perkara tersebut tidak
dapat dituntut atau dijatuhkan pidana. Ketentuan tersebut dicantumkan
dalam Bab VIII Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal
76 sampai dengan Pasal 85 yang mengatur mengenai hapusnya
kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana, yaitu:

1. Nebis in idem

Seseorang tidak dapat lagi dituntut untuk kedua kalinya atas

dasar perbuatan yang sama dimana terhadap perbuatan orang yang

bersangkutan pernah diadili dan telah diputus perkaranya oleh

hakim atau pengadilan yang berwenang untuk, serta putusan itu

telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*® Asas nebis in idem ini

dimaksudkan untuk menegakkan kepastian hukum bagi pelaku.

8 1bid, him. 152.
9 1bid, him. 153.
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2. Tersangka meninggal dunia

Dengan meninggalnya tersangka maka otomatis penyidikan
harus dihentikan. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum
pertanggungjawaban pidana dimana kesalahan tindak pidana yang
dilakukan oleh seseorang merupakan tanggung jawab sepenuhnya
dari pelaku yang bersangkutan. Tanggung jawab ini tidak bisa
dialihkan kepada ahli waris. Meninggalnya tersangka dapat menutup
penyidikan dengan sendirinya menurut hukum.
Pertanggungjawaban pidana tersebut merupakan
pertanggungjawaban personal yang mana tidak dapat dibebankan
kepada orang lain.*
3. Kadaluwarsa

Setelah melampaui tenggang waktu tertentu, suatu tindak pidana
tidak dapat dilakukan penuntutan dengan alasan tindak pidana

tersebut telah melewati batas waktu atau Kadaluwarsa.

4. Proses Penghentian dan Pembukaan Penyidikan

Penyidik dapat menghentikan penyidikan apabila diketahui bahwa perkara

pidana tersebut tidak terdapat cukup bukti karena peristiwa tersebut ternyata

bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum.>!

%0 Djisman Samosir, Segenggam tetang Hukum Acara Pidana, Nuansa Aulia, Bandung,

2013, him. 108.

51 Pasal 109 ayat (2) KUHAP
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Penghentian penyidikan ini dapat dilakukan melalui gelar perkara dan harus
memperhatikan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan hukum.®?
Namun penyidik tidak dapat semena — mena untuk menghentikan
penyidikan. Penyidik harus yakin benar bahwa orang tersebut telah melakukan
suatu tindak pidana berdasarkan bukti-bukti pendahuluan yang telah
dikumpulkan oleh penyelidik, kemudian penyidik harus yakin apabila
penyidikan sudah dimulai maka tersangka harus pasti dapat diadili di
pengadilan, serta bukti-bukti atau saksi-saksi yang telah diperoleh penyidik
dapat membuktikan kesalahan tersangka secara pasti.
Orang yang disangka telah melakukan perbuatan pidana dan dihentikan
penyidikannya tersebut oleh undang — undang diberikan hak untuk :

a. Mengajukan permintaan kepada ketua pengadilan negeri untuk
memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan yang telah
dilakukan oleh penyidik terhadap dirinya.>

b. Mengajukan permintaan kepada ketua pengadilan negeri untuk
mendapatkan ganti rugi dan atau rehabilitas sebagai akibat dari sahnya
penghentian penyidikan yang telah ia ajukan kepada ketua pengadilan
negeri tersebut.>

Terdapat mekanisme lain terhadap penghentian penyidikan jika memang
penyidik disini telah melakukan kesahan pada penghentian penyidikan, maupun

jika penyidik telah memanfaatkan kewenangannya untuk semena — mena

52 Pasal 30 Perkap Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana
53 Pasal 80 KUHAP
% pasal 81 KUHAP
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menghentikan penyidikan tersebut. Adapun hal tersebut adalah dengan
membuka kembali penyidikan dan melakukan penyidikan kembali terhadap
perkara pidana yang telah dihentikan penyidikannya tersebut. Pembukaan
kembali penyidikan tidak diatur secara jelas dalam KUHAP melainkan dalam
Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana
Pelaksanaan pembukaan kembali penyidikan harus melalui gelar perkara
khusus dan berdasarkan putusan praperadilan.>® Gelar perkara ini memiliki
tujuan untuk menjawab keresahan pihak berperkara ketika penyidikan yang ada
dihentikan tanpa alasan yang jelas.

D. Praperadilan

1. Pengertian Praperadilan

Praperadilan adalah suatu lembaga yang dibuat sebagai suatu bentuk
pengawasan terhadap aparat hukum agar sesuai dalam melaksanakan tugas dan
wewenangnya serta tidak melakukan penyalahgunaan wewenang. Praperadilan
ini bersifat temporer dimana praperadilan akan ada jika terdapat gugatan yang

diajukan oleh pihak yang berperkara.>®

2. Tujuan dan Fungsi Praperadilan

Tujuan diadakannya praperadilan adalah untuk mewujudkan keadilan
sebelum perkara tersebut dilanjutkan ke Pengadilan Negeri. Adapun

pengawasan ini bersifat horizontal agar nantinya segala tindakan upaya yang

%5 Pasal 33 ayat (1) Perkap Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak
Pidana

% Riadi Asra Rahmad, Hukum Acara Pidana, Ctk. Pertama, Rajawali pers, Depok, 2019
HIm 70
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dilakukan penyidik atau penuntut umum kepada tersangka selama proses
pemeriksaan penyidikan atau penuntutan tidak bertentangan dengan ketentuan
hukum dan undang — undang yang berlaku.%’

Praperadilan memiliki fungsi pengawasan dan kontrol terhadap tindakan
penyidikan dan penuntutan, adapan berupa pengawasan hakim Praperadilan
terhadap Polisi dan terhadap Jaksa. Polisi dan Jaksa adalah suatu unsur yang
kritis di dalam menegakkan keadilan tidak ada orang lain yang menduduki
posisi lebih sensitif sebagaimana penegakan hukum dijalankan para penegak
hukum ini amat besar pengaruhnya.>® Pengawasan ini termasuk pengawasan
horisontal berupa kontrol. Dengan adanya Lembaga Praperadilan maka hukum
acara pidana memiliki fungsi pengawasan baik pada perilaku masyarakat
maupun terhadap perilaku para penegak hukum yang turut berperan dalam

proses berjalannya acara pidana.®®

3. Pihak yang Dapat Mengajukan Praperadilan

Berdasarkan ketentuan — ketentuan yang tercantum dalam Pasal 79, Pasal
80, Pasal 81, Pasal 95 ayat (2) dan Pasal 97 ayat (3) KUHAP, pihak — pihak

yang dapat mengajukan praperadilan adalah :

>7 |bid

8 H, Muhammad Badri, “Efektivitas Pra Peradilan Ditingkat Penyidik, Penuntutan Terhadap
Proses Peradilan”, Jurnal Hukum, Universitas Batanghari Jambi, 2017, him. 76.

59 Carla Gosal, “Kajian Hukum Tentang Putusan Sah Atau Tidaknya Penetapan Tersangka
Dalam Pra Peradilan (Suatu Studi Tentang Putusan No. 04/Pid/Prap/2015/Pnjkt Sel)”, Jurnal Lex
Administratum, Vol. 4 No. 3, 2016, him. 215.
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1. Permintaan pemeriksaan sah atau tidaknya penangkapan dan/atau
penahanan vyaitu tersangka atau terdakwa, keluarganya, atau
kuasanya.

2. Permintaan pemeriksaan sah atau tidaknya penghentian penyidikan
yaitu penuntut umum, atau pihak ketiga yang berkepentingan.

3. Permintaan pemeriksaan sah atau tidaknya penghentian penuntutan
yaitu penyidik, atau pihak ketiga yang berkepentingan.

4. Tuntutan ganti rugi atas penangkapan atau penahanan serta tindakan
lain tanpa alasan berdasarkan undang — undang atau karena kekeliruan
mengenai orang atau hukum yang telah diterapkan, yang perkaranya
tidak diajukan ke pengadilan negeri (dihentikan dalam tingkat
penyidikan atau penuntutan) yaitu tersangka, ahli waris, atau pihak
ketiga yang berkepentingan.

5. Permintaan rehabilitasi terhadap penangkapan atau penahanan tanpa
alasan berdasarkan undang — undang atau karena kekeliruan mengenai
orang atau hukum yang telah diterapkan, yang perkaranya tidak
diajukan ke pengadilan negeri (dihentikan dalam tingkat penyidikan

atau penuntutan) yaitu tersangka, atau pihak yang berkepentingan.

4. Pihak yang Berwenang Memeriksa Praperadilan

Menurut Pasal 77 KUHAP, pengadilan berwenang memeriksa praperadilan
adalah Pengadilan negeri yang berwenang untuk memeriksa, memutus sesuai
dengan ketentuan dalam undang — undang ini mengenai sah tidaknya suatu

penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian
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penuntutan, kemudian ganti rugi dan rehabilitasi bagi yang perkara pidanannya
dihentikan ditingkat penyidikan atau penuntutan. Selain itu berdasarkan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XI1/2014 menambahkan objek
praperadilan menjadi lebih luas dengan memasukkan sah atau tidaknya
penetapan tersangka, sah atau tidaknya penggeledahan, dan sah atau tidaknya
penyitaan. Berdasarkan Pasal 78 ayat (2) KUHAP yaitu sidang praperadilan
hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh

seorang panitera.

5. Ruang Lingkup Praperadilan

Praperadilan melaksanakan wewenang Pengadilan Negeri (Pasal 77
KUHAP). Adapun ruang lingkupnya meliputi:

a. Memeriksa sah tidaknya suatu penangkapan dan penahanan (Pasal 79
KUHAP).

b. Memeriksa sah tidaknya suatu penghentian penyidikan dan penuntutan
(Pasal 80 KUHAP).

c. Memeriksa permohonan ganti-rugi atau rehabilitasi akibat tidak sahnya
penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan
(Pasal 81 KUHAP).

d. Memeriksa sah tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan

penyitaan (putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-X11/2014).

E. Pandangan Hukum Islam Mengenai Penyidikan
Penyidikan dalam hukum acara pidana Islam disebut juga dengan

pembuktian dimana pembuktian ini dilakukan untuk menentukan apakah suatu
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pekara jelas atau tidak serta bertujuan untuk menemukan kebenaran juga
keadilan. Hal ini selaras dengan pengertian penyidikan menurut KUHAP, yang
mana merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan
mengumpulkan bukti agar menjadi terang tindak pidana yang terjadi dan guna
menemukan tersangkanya.®°

Pembuktian menurut istilah bahasa Arab berasal dari kata "al-bayyinah"
yang artinya suatu yang menjelaskan, yang mana jika dilihat secara etimologis
berarti benar. Menurut sudut pandang teknis, hal tersebut berarti alat-alat bukti
dalam sidang pengadilan. Secara terminologis sendiri pembuktian berarti
memberikan informasi dengan dalil sampai meyakinkan.*

Sebelum melalui proses penyidikan terlebih dulu kita melihat dasar
peradilan yang mana jika menurut hukum islam terdapat dalam dalam Al-
Quran yaitu QS. An Nisa (4) : 135 yang berbunyi :

3G 8 &1 oA ol T A e gl al aiags Jatally el 15058 15 ol G0

a3 Ly & alll B8 152 558 51158 G157 1508 G (s el 1 M Tagy 3 406 ) a8

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar
penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri
atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah
lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu
karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan
(kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah
Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”

60 pasal 1 Angka 2 KUHAP

61 Wanda Khofifah, “Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Sidik Jari Perspektif
Hukum Islam Dan Hukum Acara Pidana”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad
Siddiq Jember, 2022, him. 35-36.
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Adapun dasar hukum peradilan menurut islam lainnya yaitu Surat Al-
Maidah (5) : 8 yang berbunyi :

sk W e 58 (s it )30 ¥ 5l elas all G 8150 K sl 0l LG

O slass ey Bt Al Gl 80 50 s il G 1 e

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang

selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan

janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu

untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada

takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui
apa yang kamu kerjakan.”

Allah SWT juga berfirman dalam Al-Qur’an Surat Muhammad (47) : 30 yang
berbunyi:

L g 4015 D3 AT 3 28 57 s o 0 208554 25 3
“Dan kalau Kami kehendaki, niscaya Kami tunjukkan mereka kepadamu
sehingga kamu benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya.

Dan kamu benar-benar akan mengenal mereka dari kiasan-kiasan perkataan
mereka dan Allah mengetahui perbuatan- perbuatan kamu. ”

Berdasarkan dalil tersebut maka secara tersirat diketahui bahwa dalam
islam mengenai mengenai pencariaan dan pengumpulan bukti yang secara

tidak langsung mengacu pada tindakan penyidikan.

Adapun aturan mengenai penyidikan yang menurut pandangan hukum
islam disebut "al-bayyinah" yang dengan kata lain merupakan pembuktian,
menurut firman Allah SWT dalam QS. Al- Bagarah (2) : 282, yang berbunyi :

Ot & e1ogtl) Ga ()35 55 e 815305 0558 (A4 5 U0 & BRI ) (e (gt | 536850 5
) VR 3l i 5 R 158 V5T 1) a6 V5T s DAY LhIad) (K LAl

Calh 2855 g8 § 5518 (0688 T VIR 530525 YT 03 5 sl 2 5805 ) wie Lol &0 alal
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159574, 5 50 408 1 ) 5% Mg W 5 I8 Sl V5 il 13) 15051 578 585 VT 28 2le
e oo 0K Al ad =al
”...Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di
antaramu). Jika taka da dua orang lelaki maka (boleh) seorang lelaki dan dua
orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, supaya jika seorang lupa

maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan
(memberikan keterangan) apabila mereka dipanggil...”

Ayat diatas menyiratkan bahwa saksi harus merupakan saksi yang benar
benar jujur dan adil, selain itu pula keterangan saksi disini merupakan salah

satu alat bukti yang mana berguna untuk kepentingan penyidikan.

Menurut hukum Islam, alat bukti terdiri dari beberapa jenis berdasarkan
pendapat ulama selain itu terdapat beberapa perbedaan. terdapat perbedaan
pendapat dari banyak ulama’. Menurut Ibnu Qayyim yang merupakan ahli fiqih
mengemukakan bahwa alat bukti terdiri dari 17 (tujuh belas) macam alat bukti,

yaitu:%?

1. Pembuktian atas fakta yang berbicara pada dirinya dan tidak memerlukan
Sumpah

2. Pembuktian dengan bukti disertai sumpah pemegangnya

3. Pembuktian dengan bukti disertai sumpah pemegangnya

4. Pembuktian dengan penolakan sumpah belaka

5. Pembuktian dengan penolakan sumpah dan sumpah yang dikembalikan

6. Pembuktian dengan saksi satu orang laki-laki tanpa sumpah

62 |bnu Qayyim al Jauziyah, Hukum Acara Peradilan Islam, Ctk. Pertama, Pustaka Pelajar,
Yogyakarta, 2005, him. 193-302.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Pembuktian dengan saksi satu orang laki-laki dan sumpah penggugat
Pembuktian dengan keterangan saksi satu orang laki-laki dan dua orang
Perempuan

Pembuktian berdasar keterangan saksi satu orang laki-laki dan penolakan
tergugat untuk bersumpah

Pembuktian berdasar keterangan saksi dua orang perempuan dan sumpah
penggugat, dalam perkara perdata kebendaan dan hak kebendaan
Pembuktian dengan saksi dua orang perempuan belaka

Pembuktian dengan saksi tiga orang laki-laki

Pembuktian berdasar keterangan saksi empat orang laki-laki yang
merdeka

Pembuktian dengan saksi tiga orang laki-laki

Pembuktian berdasar kesaksian anak-anak dibawah umur

Pembuktian dengan kesaksian orang-orang fasik

Pembuktian berdasarkan kesaksian orang-orang non Islam.

Selanjutnya menurut pendapat ulama lain yaitu oleh Sayyid Sabiq, diketahui

bahwa hanya terdapat 4 (empat) jenis alat bukti, yaitu :%3

1. Pengakuan

2. Kesaksian

3. Sumpah

4. Dokumen resmi yang mantab

83 As - Sayyid Sabiq, Figih Sunnah Jilid 14, Ctk. Kedua, Al ma’arif, Bandung, 1988, hlm.

43.
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Kemudian, menurut Ahli Figih Indonesia yaitu Hasbie Ash Siddigie
menjelaskan bahwa alat bukti dalam Hukum Islam diantaranya yaitu:%

a. Igrar, yaitu pengakuan

b. Syahadabh, yaitu kesaksian

c. Yamin, yaitu sumpah

d. Nukul, yaitu menolak sumpah

e. Qasamah, yaitu bersumpah 50 orang

f.  “Ilmu al- Qadi, yaitu pengetahuan hakim

g. Qarinah, yaitu petunjuk ataupun sangkaan yang mana meyakinkan.

Namun, Hasbie Ash Shiddigie juga memberikan pendapat lain yaitu bahwa
alat-alat pembuktian yang terpokok tersebut hanya terdapat 3 (tiga) jenis saja,
yaitu :%

a. Igrar, yaitu pengakuan

b. Syahadabh, yaitu kesaksian

c. Yamin, yaitu sumpah

64 Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam, Ctk. Pertama,
Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1997, him. 116.
% 1bid, him. 136.
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BAB Il
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Kesesuaian Pengaturan Pembukaan Kembali Penyidikan Dalam Peraturan
Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Ditinjau
Menurut Hukum Acara Pidana

Kesesuaian pengaturan pembukaan kembali penyidikan dalam Peraturan
Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana jika ditinjau
menurut Hukum Acara Pidana perlu benar-benar dikaji secara detail dan
menyeluruh karena hal ini telah menjadi permasalahan yang menimbulkan kendala
dalam proses peradilan pidana di Indonesia.

Penyidik dalam melakukan penyidikan bertindak berdasarkan KUHAP dan
juga terkhususnya dengan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang
Penyidikan Tindak Pidana yang mana Perkap tersebut merupakan dasar hukum bagi
Penyidik dalam melaksanakan proses Penyidikan.

Bagi Kepolisian dasar hukum kewenangan untuk menyidik tidak hanya
pada KUHAP, melainkan aturan konkrit yang mengatur tugas kepolisian ini

terdapat dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak
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Pidana yang merupakan pedoman Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)
dalam beracara pidana yang lebih jelas. Kapolri memiliki kewenangan untuk
menetapkan, menyelenggarakan dan mengendalikan kebijakan teknis kepolisian
yang bertujuan dalam rangka pelaksanaan tugas dan membina kemampuan
kepolisian.®® Kapolri memiliki kewenangan untuk mengeluarkan kebijakan yang
sifatnya hanya dalam lingkungan internal Kepolisian Republik Indonesia dimana
dalam hal ini mengatur mengenai penyidikan tindak pidana.

Adapun tujuannya agar dapat memberikan sebuah kepastian hukum dalam
menjalankan dan melaksanakan tugas kepolisian supaya tercipta ketertiban
masyarakat dan tegaknya hukum dengan tidak sewenang-wenang. Peraturan
Kapolri ini digunakan untuk menginstruksikan serta memberikan suatu arahan
ataupun petunjuk mengenai mekanisme dan prosedur terkhususnya mengenai
penyidikan tindak pidana.

Dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan mengakui berlakunya peraturan perundang-
undangan di luar hierarki peraturan perundang-undangan asalkan dibentuk dengan
didasarkan atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau
dibentuk berdasarkan kewenangan dimana Peraturan Kapolri merupakan peraturan
yang dibuat oleh lembaga yaitu Lembaga Kepolisian. Peraturan Kapolri merupakan
produk peraturan perundang-undangan tingkat pusat sehingga harus dianggap

mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada produk peraturan dibawahnya

8 Pasal 9 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia
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yaitu ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota tetapi tetap tidak lebih tinggi dari
KUHAP.

Sampai saat ini belum diketahui secara pasti bagaimanakah sebenarnya
pengaturan dan mekanisme mengenai pembukaan kembali penyidikan dan apakah
aturan yang mengatur mengenai hal tersebut sudah sudah sesuai adanya. Oleh
karena itu pertama — tama kita harus mengetahui bagaimana pandangan mengenai
aturan pembukaan kembali penyidikan yang terdapat dalam KUHAP dan juga
Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

KUHAP sampai saat ini belum mengatur secara tersurat dan jelas mengenai
pengertian pembukaan kembali penyidikan, apakah memang penyidikan yang
sebelumnya dihentikan ini dapat dibuka kembali, serta bagaimana mekanisme
pembukaan kembali penyidikan tersebut. Menurut Pasal 82 ayat (3) huruf b
KUHAP yang menyatakan bahwa “dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu
penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan
terhadap tersangka wajib dilanjutkan.” Bunyi pasal diatas menjelaskan bahwa
ketika putusan praperadilan oleh hakim menyatakan penghentian penyidikan tidak
sah maka penyidik memiliki kewajiban untuk melanjutkan penyidikan kembali.
Selain itu berdasarkan Pasal 80 KUHAP disebutkan bahwa Permintaan untuk
memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat
diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan
kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

Merujuk pada KUHAP, Praperadilan merupakan sarana untuk memeriksa dan

memutus sesuai dengan ketentuan undang — undang mengenai sah tidaknya
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penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, ganti rugi
ditingkat penyidikan atau penuntutan®’ serta menurut putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 21/PUU-X11/2014 tanggal 28 April 2015 turut memperluas objek
praperadilan sehingga meliputi sah tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan
dan penyitaan.

Selanjutnya, melihat pada aturan penyidikan dalam KUHAP mengenai
penghentian penyidikan, Pasal 109 KUHAP menjelaskan mengenai penghentian
penyidikan menyebutkan :

a. Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa
yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada
penuntut umum.

b. Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat
cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak
pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik
memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau
keluarganya.

c. Dalam hal penghentian tersebut pada ayat (2) dilakukan oleh penyidik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, pemberitahuan
mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut
umum.

Pada pasal diatas maupun pada bagian penyidikan dalam KUHAP tidak

ditemukan satu pun ketentuan yang menjelaskan mengenai pembukaan kembali

87 pasal 77 KUHAP

58



penyidikan. Jika disimpulkan dari beberapa pasal dalam KUHAP diketahui bahwa
aturan mengenai pembukaan kembali penyidikan belum diatur secara tegas dan
tersurat, dan jika dilihat aturannya secara tersirat maka pembukaan kembali
penyidikan adalah suatu penyidikan kembali yang dilakukan oleh penyidik
berdasarkan putusan praperadilan mengenai tidak sahnya suatu penghentian
penyidikan. Lalu bagaimanakah aturan pembukaan kembali penyidikan dalam
Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak
Pidana tidak ada penjelasan mengenai penyidikan kembali melainkan hanya
dijelaskan mengenai gelar perkara dan gelar perkara khusus yang ternyata
berhubungan dengan pengaturan pembukaan kembali. Proses gelar perkara ini
merupakan salah satu tahap dalam kegiatan penyidikan gelar perkara merupakan
proses internal kepolisian yang tidak bersifat mengikat.

Gelar perkara menurut Pasal 1 angka 24 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun
2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana adalah kegiatan penyampaian penjelasan
tentang proses penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik kepada peserta gelar dan
dilanjutkan diskusi kelompok untuk mendapatkan tanggapan/masukan/koreksi
guna menghasilkan rekomendasi untuk menentukan tindak lanjut proses
penyelidikan dan penyidikan. Gelar perkara dilaksanakan dengan dua cara yaitu

gelar perkara biasa dan gelar perkara khusus.®® Gelar perkara perlu dihadiri oleh

88 Pasal 31 Perkap Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana
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pihak-pihak antara lain: pengawas internal (pengawas penyidikan), inspektorat,
propam, dan pembinaan hukum.%®

Kegunaan gelar perkara yaitu dapat menjadi suatu lembaga kontrol dalam
internal kepolisian, khususnya penyidik yang mana dalam hal ini menghidupkan
fungsi pengawasan. Selain itu, gelar perkara biasanya dilaksanakan pada tahap
awal, pertengahan, dan akhir proses penyidikan. Adapun tujuan dari melaksanakan
gelar perkara menurut Pasal 32 ayat (1) yaitu untuk:

a. menentukan tindak pidana atau bukan;
b. menetapkan Tersangka;

c. penghentian penyidikan;

d. pelimpahan perkara; dan

e. pemecahan kendala penyidikan.

Adapun untuk membuka kembali penyidikan maka harus menggunakan gelar
perkara khusus. Gelar perkara khusus berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Peraturan
Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana dilaksanakan
untuk :

a. merespons pengaduan masyarakat dari pihak yang berperkara dan/atau
penasihat hukumnya setelah ada perintah dari Atasan Penyidik;
b. membuka kembali Penyidikan berdasarkan putusan praperadilan; dan

¢. menindaklanjuti perkara yang menjadi perhatian masyarakat.

8 Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VI1/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif
(Restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana
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Melihat Pasal 33 ayat (1) huruf b pada Perkap diatas diketahui bahwa gelar perkara
khusus ini dilaksanakan untuk membuka kembali penyidikan namun harus terlebih
dahulu melalui putusan praperadilan.

Maka, jika dilihat menurut penjelasan diatas maka dapat diketahui bahwa
aturan mengenai pembukaan kembali penyidikan menurut Peraturan Kapolri
Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Pasal 33 ayat (1) huruf b
selaras dengan KUHAP yang mana sama-sama mengatur secara tersirat maupun
tersurat bahwa pembukaan kembali penyidikan dapat dilakukan namun hanya
berdasarkan putusan praperadilan.

Kedua aturan mengenai pembukaan kembali penyidikan yaitu Peraturan
Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan KUHAP
ternyata sama — sama menyebutkan kalimat “berdasarkan putusan praperadilan”
yang dalam hal ini juga merujuk pada pembukaan kembali penyidikan yang
berdasarkan sah tidaknya suatu penghentian penyidikan yang mana dibuktikan
melalui putusan praperadilan.

Adapun jika merujuk kembali pada KUHAP diketahui aturan tersebut
terdapat dalam Pasal 82 ayat (3) huruf b “dalam hal putusan menetapkan bahwa
sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau
penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan;” dan juga didalam Pasal 33 ayat
(1) huruf b Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak
Pidana “gelar perkara khusus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b,
dilaksanakan untuk membuka kembali Penyidikan berdasarkan putusan

praperadilan;”
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Oleh karena itu, diketahui bahwa aturan pembukaan kembali penyidikan
dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana
sudah sesuai dengan yang ada dalam KUHAP. Aturan yang diatur didalam KUHAP
secara tersirat turut ditegaskan melalui Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019
tentang Penyidikan Tindak Pidana yang mana aturan mengenai pembukaan kembali
memang diatur secara tersurat yang mana dapat dilaksanakan melalui gelar perkara
Khusus.

Selanjutnya, timbul pertanyaan jika berdasarkan KUHAP dan Peraturan
Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana menyatakan
bahwa membuka kembali penyidikan dapat dilakukan namun harus melalui putusan
praperadilan, apakah ada aturan lain yang menyatakan bahwa pembukaan kembali
penyidikan dapat dilakukan tanpa putusan praperadilan. Setelah penulis telaah
dalam peraturan lain yaitu pada Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal
Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Standar
Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana dan Keputusan Jaksa
Agung Republik Indonesia Nomor KEP-518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 November
2001 Tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-
132/A/J.A/11/1994 tanggal 7 November 1994 Tentang Administrasi Perkara,
diketahui bahwa pembukaan kembali penyidikan juga dapat dilakukan berdasarkan
adanya bukti baru yang belum pernah disebutkan dalam penyidikan.

Pasal 18 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara

Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur
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Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana menjelaskan mengenai gelar perkara
khusus bertujuan untuk:

a. menanggapi dan mengkaji adanya keluhan dari pelapor, tersangka,
keluarga tersangka, penasihat hukumnya, dan pihak-pihak lain yang
terkait dengan perkara yang sedang dilakukan penyidikan;

b. melakukan tindakan kepolisian terhadap seseorang yang mendapat
perlakuan khusus menurut peraturan perundang-undangan, dengan
mempedomani standar operasional prosedur (SOP) permintaan
persetujuan tertulis kepada Presiden, Mendagri dan Gubernur SOP
terlampir;

c. menentukan langkah-langkah penyidikan terhadap perkara pidana
yang bersifat khusus;

d. memperoleh kesimpulan dan memberikan rekomendasi kepada
penyidik untuk melakukan penghentian penyidikan, jika perkara
yang ditangani tidak memenuhi unsur-unsur pidana Yyang
dipersangkakan dan adanya kepastian hukum;

e. melakukan tindakan koreksi terhadap dugaan terjadinya
penyimpangan;

f. menentukan pemusnahan barang bukti dan pelelangan barang sitaan.

g. menentukan dapat atau tidaknya dibuka kembali penyidikan yang
telah dihentikan karena ditemukan fakta atau bukti baru; dan

h. membuka kembali penyidikan berdasarkan putusan praperadilan

yang berkekuatan hukum tetap.
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Melihat pada huruf g dan h diketahui bahwa penyidikan dapat dibuka kembali jika
terdapat fakta atau bukti baru dan dapat dilakukan berdasarkan adanya putusan
praperadilan.

Adapun dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia yaitu pada Surat
Perintah Penghentian Penyidikan (formulir P-14) yang menetapkan tindakan
penghentian penyidikan atas tindak pidana yang disangkakan terhadap tersangka
dengan alasan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP,
apabila ada alasan baru dapat dilakukan penyidikan kembali. Alasan baru dimaksud
disini adalah :

a. Terdapat novum (bukti baru)

b. Terdapat kekeliruan dalam penafsiran/penerapan hukum yang menjadi

dasar penghentian penyidikan.”
Berdasarkan Keputusan Jaksa Agung yang disebutkan diatas juga menyetujui
bahwa pembukaan kembali penyidikan dapat dilakukan jika terdapat alat bukti
baru. Jika dilihat dalam KUHAP memang tidak mengatur mengenai pembukaan
kembali penyidikan tetapi dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a dan d yang menjelaskan
mengenai penghentian penuntutan menyebutkan :

a. Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan

karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan
merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut

umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.

0 Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-518/A/J.A/11/2001 tanggal 1
November 2001, him 34.
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d. Apabila kemudian ternyata ada alasan baru, penuntut umum dapat

melakukan penuntutan terhadap tersangka.

Berdasarkan pasal tersebut memungkinkan penuntut umum untuk
menghentikan penuntutan dengan surat ketetapan penghentian penuntutan dan
kemudian jika ingin melakukan penuntutan kembali pada terdakwa karena
ditemukan alasan baru maka surat ketetapan tersebut dapat dicabut.

Menurut pendapat HMA Kuffal, pembukaan kembali penyidikan terhadap
perkara yang dihentikan penyidikannya dapat dilandasi berdasarkan aturan Pasal
140 ayat (2) huruf a dan d KUHAP tersebut diatas karena penyidikan dan
penuntutan merupakan satu kesatuan proses yang tidak bisa dipisahkan satu sama
lain. Penyidikan sendiri merupakan tindakan terdahulu sebelum penuntutan,
dimana dalam persidangan terdakwa dituntut dengan hasil penyidikan oleh
penyidik.”

Berdasarkan semua penjelasan yang telah dijelaskan penulis sebelumnya
diketahui bahwa jika suatu penyidikan dihentikan penyidikan kemudian suatu saat
ingin dibuka kembali maka harus memohonkan praperadilan terhadap penghentian
penyidikan tersebut untuk mengetahui sah tidaknya penghentian penyidikan
tersebut. Apabila dinyatakan penghentian penyidikan tersebut tidak sah
berdasarkan putusan praperadilan maka penyidikan tersebut dapat dibuka kembali.
Patut digarisbawahi terhadap penghentian penyidikan yang tidak sah tidak boleh

dilakukan pembukaan kembali penyidikan tanpa adanya putusan praperadilan.

71 Zulfahmi, “Penyidikan Kembali Perkara Yang Pernah Dihentikan Penyidikannya Oleh
Kejaksaan Selaku Penyidik Tindak Pidana Korupsi”, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia,
2008, him. 84
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Sebaliknya jika terhadap penyidikan yang dihentikan penyidikannya
dikarenakan kurang alat bukti kemudian suatu saat penyidik menemukan alat bukti
baru untuk melanjutkan penyidikan maka tidak menutup kemungkinan penyidikan
dapat dilanjutkan tanpa adanya putusan praperadilan. Namun, memang terhadap
penyidikan yang kurang alat bukti atau tidak memenuhi ketentuan minimal dua alat
bukti dalam prakteknya seringkali penyidik menyimpan saja penyidikan tanpa
menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) sampai suatu saat
ditemukan ada alat bukti baru yang cukup karena hal tersebut dilakukan untuk
menghindari penilaian bahwa penyidik tidak serius dalam menangani perkara
pidana tersebut. Tidak menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)
ini juga dilakukan agar barang bukti tidak dihilangkan dan tetap berada dalam
kekuasaan penyidik.

Seperti yang diketahui normalnya proses penyelesaian perkara pidana
dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Adanya laporan mengenai adanya suatu dugaan tindak pidana.

2. Penyelidikan untuk mengumpulkan bukti permulaan yang berguna untuk
mengetahui ada tidaknya peristiwa pidana.

3. Penyidikan yang mana didalamnya terdapat pemeriksaan, penggeledahan,
penyitaan, penangkapan, penahanan yang berguna untuk mendalami bukti
tentang tindak pidana guna menemukan tersangka. Jika penyidikan selesai
maka kemudian penyidik segera membuat berkas perkara yang meliputi
kelengkapan administrasi penyidikan yang kemudian diserahkan kepada

Penuntut Umum untuk dilakukan penuntutan.
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4. Penuntutan yang mana jika bukti yang ada sudah memenuhi maka akan
dilanjutkan untuk diadili di persidangan.

5. Persidangan yang mana didalamnya akan ada pembuktian yang dapat
digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan.

6. Putusan, dimana jika dinyatakan bersalah maka akan dikenakan hukuman.

7. Upaya hukum, dapat berupa banding ataupun kasasi untuk memeriksa
kembali putusan hakim.

8. Eksekusi putusan, yang mana dalam tahap ini maka terpidana akan
menjalani hukuman yang sesuai dengan kesalahannya.

Namun, jika terjadi penghentian penyidikan yang mana atas dasar dari Pasal 109
KUHAP maka akan diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).
Selanjutnya apabila telah ada proses praperadilan yang mana putusannya
menyatakan bahwa penghentian penyidikan tidak sah maka mekanisme pembukaan
kembali penyidikan yang sesuai menurut KUHAP dan Peraturan Kapolri Nomor 6
Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana yaitu :

1. Penyidikan dilaksanakan dengan tanpa melalui penyelidikan kembali,
diawali oleh adanya putusan praperadilan, maka Surat Perintah Penghentian
Penyidikan (SP3) secara otomatis dinyatakan tidak sah.

2. Melaksanakan gelar perkara khusus untuk mengetahui fakta-fakta dalam
penyidikan yang mana kemudian akan dibahas menjadi bahan masukan dan

arahan kepada penyidik.
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3. Hasil gelar perkara khusus akan menerbitkan Surat Ketetapan Pembukaan
Kembali Penyidikan, kemudian Surat Perintah Penyidikan (SPRINDIK)
kepada penyidik.

4. Penyidik membuat surat pemberitahuan dimulainya penyidikan lanjutan
(SPDP lanjutan) kepada para pihak sehingga dapat dilakukan pemeriksaan
tambahan, upaya paksa, penetapan tersangka, lalu pemberkasan dan
penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum, penyerahan tersangka
dan barang bukti, kemudian dapat dilaksanakan penuntutan, persidangan
hingga turunnya putusan, upaya hukum, dan eksekusi putusan.

Kesesuaian Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan
Tindak Pidana dengan KUHAP menurut asas konflik hukum yang mana konfik
hukum ini adalah asas yang mengatur mengenai konflik yang terjadi ketika dalam
suatu objek pengaturan terdapat dua norma yang saling bertentangan sehingga bagi
objek pengaturan tersebut dapat diterapkan salah satu norma saja dan
mengakibatkan norma lainnya harus dikesampingkan.’? Asas tersebut tidak dapat
diterapkan karena asas konflik norma hanya berlaku pada norma hukum yang
bertentangan sedangkan norma hukum dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun
2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Pasal 33 ayat (1) huruf b dengan KUHAP
tidak bertentangan melainkan saling melengkapi satu sama lain.

KUHAP sebagai norma yang mengatur secara tersirat sedangkan dalam

Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana yang

2 Nurfagih Irfani, “Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior:
Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum”,
Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 16 No. 3, 2020, him. 225.
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merupakan peraturan yang berada di bawahnya menegaskan secara tersurat
mengenai aturan pembukaan kembali penyidikan yang mana norma ini berlaku bagi
internal kepolisian yang memang bertugas dalam melaksanakan proses penyidikan.

Berdasarkan asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori yang mana menjelaskan
bahwa aturan hukum yang lebih tinggi akan menghapuskan aturan hukum yang
lebih rendah dimana aturan yang lebih rendah ini tidak dapat bertentangan dengan
yang lebih tinggi.” Diketahui bahwa KUHAP tidak dapat menghapus aturan dalam
Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana karena
isi aturan mengenai pembukaan kembali dalam penyidikan menjelaskan hal yang
sesuai dengan KUHAP dan tidak menyatakan yang sebaliknya.

KUHAP dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan
Tindak Pidana merupakan contoh dari adanya suatu harmonisasi hukum, yang
merupakan upaya untuk menyelaraskan dan menyeimbangkan peraturan perundang
— undangan dengan peraturan perundangan lainnya, baik yang lebih tinggi, yang
lebih rendah ataupun sederajat serta hal — hal lain selain peraturan perundang —
undangan atau norma — norma hukum sebagai sistem hukum dalam suatu kesatuan
kerangka sistem hukum sehingga dapat tersusun secara sistematis dan tidak saling
bertentangan maupun tumpang tindih.”

Berdasarkan pandangan Friedman yang menyatakan bahwa dalam sebuah
sistem hukum terdapat tiga komponen yang saling mempengaruhi yakni struktur,

substansi, dan budaya hukum. Apabila pandangan Friedman ini dihubungkan

™3 https://advokatkonstitusi.com/memecahkan-konflik-norma-degan-asas-derogasi/3/,
Diakses terakhir tanggal 10 April 2023 Pukul 16.05

" Imam Suroso, Hukum Acara Pidana Karakteristik Penghentian Penyidikan dan
Implikasi Hukumnya, Ctk. Pertama, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2016, him. 142.
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dengan aturan pembukaan kembali penyidikan perkara yang telah dihentikan
penyidikannya maka dapat diibaratkan bahwa substansi hukum mempengaruhi
bekerjanya hukum. Substansi hukum dijalankan oleh struktur hukum yang terdiri
dari subsistem dari sistem peradilan pidana. Terhadap pembukaan kembali
penyidikan ini substansi hukum dalam sistem hukum sudah berfungsi karena
terdapat pengaturan yang mengatur mengenai pembukaan kembali penyidikan
sehingga akan mendukung kepastian hukum bagi tersangka.”

Bagaimanapun jika memang sudah sesuai antara peraturan mengenai
pembukaan kembali penyidikan dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019
Tentang Penyidikan Tindak Pidana dengan KUHAP lalu mengapa banyak
permasalahan yang dilatarbelakangi oleh pembukaan kembali penyidikan ini. Jika
dikaitkan dengan dua kasus yang telah disebutkan dalam latar belakang sebelumnya
yaitu dalam kasus Putusan Praperadilan Nomor 05/Pid.Pra/2022/ PN.Bpp) dan
Putusan praperadilan nomor 5/Pid.Pra/2022/PN Btm, kedua kasus tersebut terjadi
akibat adanya penghentian penyidikan yang tidak sah dan pembukaan kembali
penyidikan tanpa melalui putusan praperadilan yang mana pada kasus Putusan
Praperadilan Nomor 05/Pid.Pra/2022/ PN.Bpp) pelapor kembali ditetapkan
menjadi tersangka akibat pembukaan kembali penyidikan padahal sebelumnya
telah dinyatakan bahwa perkara tersebut bukan merupakan tindak pidana,

sedangkan pada kasus Putusan praperadilan nomor 5/Pid.Pra/2022/PN Btm ini

> Zulfahmi, “Penyidikan Kembali Perkara Yang Pernah Dihentikan Penyidikannya Oleh
Kejaksaan Selaku Penyidik Tindak Pidana Korupsi”, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia,
2008, him. 105.
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penyidikan telah dinyatakan dihentikan namun terhadap kasus yang sama pelapor
kembali dilakukan penyidikan tanpa adanya putusan praperadilan.

Menurut penulis, permasalahan ini murni kesalahan aparat hukum dalam hal
ini penyidik yang kurang cermat dan hati — hati dalam melaksanakan penyidikan.
melanjutkan penyidikan terhadap perkara yang sama padahal telah terdapat putusan
praperadilan akan berdampak pada kepastian hukum warga negara terutama si
tersangka. Selain itu hal tersebut kurang tepat dilihat dari segi penegakan hukumnya
karena kita menjunjung tinggi asas peradilan cepat yang mana jika proses peradilan
tersebut berlarut larut maka tidak akan mampu memberikan keadilan pada para
pihak. Misalnya dalam hal penetapan tersangka dan dinyatakan penetapan
tersangka tidak sah seharusnya status tersangka sudah tidak melekat serta barang
bukti yang disita dikembalikan dan ada rehabilitasi terhadap nama baiknya justru
terkadang tidak sesuai dengan realitanya. Hal inilah yang harus menjadi kritik bagi
penyidik, yang mana tersangka yang memenangkan permohonan praperadilan
justru kembali disidik dan ditetapkan sebagai tersangka dengan dasar surat perintah
penyidikan baru. Seharusnya dari awal penyidik mampu bersikap hati — hati dalam
menjalankan penyidikan. Sebagai penegak hukum seharusnya memang dituntut
untuk memiliki integritas dan profesionalisme yang mana memang tidak didapatkan
secara instan melainkan melalui proses menjalankan tugas dalam suatu sistem dan

lingkungan yang baik.
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BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana
yang mengatur mengenai pembukaan kembali penyidikan sudah sesuai dengan
pengaturan pembukaan kembali dalam KUHAP yang mana dalam Pasal 33 ayat (1)
Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana
dilaksanakan untuk :
a. merespons pengaduan masyarakat dari pihak yang berperkara dan/atau
penasihat hukumnya setelah ada perintah dari Atasan Penyidik;
b. membuka kembali Penyidikan berdasarkan putusan praperadilan; dan
¢. menindaklanjuti perkara yang menjadi perhatian masyarakat.
Berdasarkan huruf b pasal tersebut diketahui bahwa disebutkan secara tersurat

bahwa terhadap penghentian penyidikan yang tidak sah, penyidikan dapat dibuka
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kembali berdasarkan putusan praperadilan dengan melalui mekanisme gelar
perkara khusus, sedangkan dalam KUHAP dijelaskan dalam Pasal 82 ayat (3) huruf
b KUHAP yang menyatakan bahwa “dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu
penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan
terhadap tersangka wajib dilanjutkan.” Di dalam KUHAP aturan tersebut dijelaskan
secara tersirat saja dan dengan adanya Peraturan Kapolri ini kemudian menegaskan
aturan pembukaan kembali penyidikan perkara pidana karena dijelaskan secara
tersurat.

Adapun berdasarkan Pasal 109 KUHAP huruf e menjelaskan bahwa alasan
penghentian penyidikan yaitu karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa
tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi
hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka
atau keluarganya. Maka ketika suatu penyidikan dilakukan penghentian penyidikan
namun ternyata setelah dilakukan permohonan praperadilan penghentian
penyidikan tersebut tidak sah, maka dapat dilakukan pembukaan kembali
penyidikan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, maka penulis memberikan
saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu terhadap aturan mengenai
pembukaan kembali penyidikan dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019
Tentang Penyidikan Tindak Pidana sebagai aturan lebih khusus perlu untuk
ditambahkan lebih lanjut mengenai pembukaan kembali penyidikan secara

menyeluruh mengenai pengertian, keabsahan pembukaan kembali penyidikan,
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alasan penyidikan dapat dibuka kembali, serta bagaimana mekanisme pembukaan
kembali penyidikan jika penyidikan dinyatakan tidak sah agar penyidik memiliki
dasar hukum yang lebih kuat dalam membuka kembali suatu penyidikan yang telah

dihentikan penyidikannya.
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c. Peraturan Perundang — Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang
Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor
14 Tahun 2012 Tentang Managemen Penyidikan Tindak Pidana

Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana

Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia
Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan
Penyidikan Tindak Pidana

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XI11/2014

Putusan Praperadilan Nomor 05/Pid.Pra/2022/ PN.Bpp)

Putusan praperadilan nomor 5/Pid.Pra/2022/PN Btm

Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-518/A/J.A/l 1/2001
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Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VI11/2018 tentang Penerapan Keadilan
Restoratif (Restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana

d. Data Internet

https://nasional.kompas.com/read/2022/02/28/00300021/apa-itu-praperadilan-,
diakses tanggal 12 Maret 2023 pada pukul 21.15

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=10796#.
Ws7BGi8VOt8 diakses tanggal 4 Maret 2023 pada pukul 22.55

https://advokatkonstitusi.com/memecahkan-konflik-norma-degan-asas-
derogasi/3/, Diakses terakhir tanggal 10 April 2023 Pukul 16.05

https://www.beritasatu.com/nasional/821829/pakar-hukum-nilai-sp3-atas-
perbuatan-bukan-pidana-tak-bisa-dibuka-lagi, Diakses terakhir tanggal 10
Juli 2023

https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=articl
e&id=232:prses-pengharmonisasian-sebagai-upaya-meningkatkan-kualitas-
peraturan-perundang undangan&catid=100&Itemid=180&Ilang=en, Diakses
terakhir tanggal 4 Juli 2023
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